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BABIV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

a. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 

1. Visi dan Misi Pendidikan Kabupaten Sumbawa 

47 

Y aitu " mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Sumbawa yang 

bermutu, religius dan menguasai IPTEK serta memiliki daya saing". Rumusan 

visi tersebut mengandung makna yang dalam tentang tanggung jawab Dinas 

Pendidikan Nasional terhadap upaya menciptakan suatu kondisi sumber daya 

manusia Kabupaten Sumbawa yang bermutu melalui peningkatan mutu 

pendidikan bagi "Tau Samawa" dan dapat menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang terus berkembang agar dapat bersaing dalam era globalisasi 

dengan tetap mempertahankan nilai-nilai religius yang telah dimilikinya sejak 

dulu. 

Visi pendidikan Kabupaten Sumbawa tersebut sejalan dengan visi " 

Samawa Mampis Rungan" , ( RPJM Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2015) 

yang diwujudkan dengan membangun Kabupaten Sumbawa melalui upaya : 

MAMPIS: Makmur, Aman, Mandiri, Partisipatif, Inovatif, dan sehat dengan 

bersendikan semangat RUNGAN : Religius, Ulet, Unggul, Gotong royong, 

Akuntabel, dan Transparan. 

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa 

menetapkan tiga misi sejalan dengan misi keempat yang tertuang dalam RPJMD 
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Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2015 yaitu mengembangkan budaya inovatif 

yang diupayakan melalui pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas. 

Adapun tiga misi tersebut adalah : 

a Menjamin dan meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan usia 

dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

b. Meningkatkan standar layanan pendidikan menuju Standar Nasional 

Pendidikan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 

c. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan 

kejuruan dengan kebutuhan pembangunan daerah. 

2. Struktur Organisasi, Togas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten Sumbawa 

Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara struktural 

maupun fungsional berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 

Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan 

Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa dan dijabarkan lebih lanjut melalui 

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan 

peraturan-peraturan tersebut diatas maka kelembagaan Dinas Pendidikan Nasional 

secara ringkas adalah sebagaimana digambarkan berikut : 
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Gambar: 4.1 

-~-

Kepala Dinas 

- -Kelompok Jabatan 
Fungsional Sekretaris 

--
Subag Program Subag Keuangan 

--
Subag Umum dan 

Kepegawaian 

- - - -
Bid. Dikdas dan TK Bid. Dikmen Bid. PMPTK Bid. PNFI 

UPTSD dan PAUO' 

a. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 

sebagaimana digambarkan di atas terdiri dari : 

1. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas 

2. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris 

dan membawahi : 

a. Sub Bagian Program 
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b. Sub Bagian Keuangan 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3. Unsur Pelaksana adalah bidang yang terdiri dari: 

a. Bidang Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak dipimpin oleh Kepala 

Bidang dan membawahi : 

- Seksi Sarana dan Prasarana 

- Seksi Manajemen Pelayanan 

- Seksi Kurikulum dan Kesiswaan 

b. Bidang Pendidikan Menengah, dipimpin oleh Kepala Bidang dan 

membawahi: 

- Seksi Sarana dan Prasarana 

- Seksi Manajemen Pelayanan 

- Seksi Kurikulum dan kesiswaan 

c. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, dipimpin oleh Kepala Bidang 

dan membawahi : 

- Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 

- Seksi Pendidikan Kesetaraan 

- Seksi Pendidikan Kemasyarakatan 

d. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dipimpin 

oleh Kepala Bidang dan membawahi : 

- Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD/TK 

- Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP. 

- Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK 

dan Non FormalJinformal. 
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e. Kelompok Jabatan Fungsional 

f. Unsur Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) SD 

dan PAUD yang berkedudukan di Kecamatan dipimpin oleh Kepala UPT 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 

Sumbawa 

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa mempunyru tugas 

membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum 

pemerintah dan pembangunan di sektor pendidikan. Sesuai Peraturan Bupati 

Sumbawa Nomor 5 Tahun 2008 rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas 

Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi 

dan tugas pembantuan. 

2. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan 

perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan 

kepegawaian dibantu 3 sub bagian yaitu : 

a. Sub Bagian Program, mempunyai tugas pokok menyusun 

perencanaan program dan kegiatan dinas. 

b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengelolaan administrasi keuangan, dan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan umum dan Pengelolaan administrasi 

kepegawaian. 
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3. Bidang Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak, mempunyru 

tugas merumuskan kurikulum dan pembinaan siswa pendidikan 

dasar dan TK, manajemen pelayanan pendidikan dasar dan TK dan 

dibantu oleh 3 seksi yaitu : 

a. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan 

dasar dan TK; 

b. Seksi Manajemen Pelayanan, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan manajemen pelayanan pendidikan dasar dan TK; 

c. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan, mempunyai tugas pokok 

merumuskan kurikulum dan pembinaan kesiswaan pendidikan 

Dasar dan TK; 

4. Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok merumuskan 

kurikulum dan melaksanakan pembinaan kesiswaan pendidikan 

menengah dan sekolah luar biasa, pengelolaan sarana dan prasarana 

pendidikan menengah dan sekolah luar biasa yang dibantu oleh 3 

seksi: 

a. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas pokok 

pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan 

sekolah luar biasa; 

b. Seksi Manajemen Pelayanan, mempunyat tugas pokok 

melaksanakan manajemen pelayanan pendidikan menengah dan 

sekolah luar biasa; 
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c. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan, mempunyai tugas pokok 

merumuskan kurikulum dan pembinaan kesiswaan pendidikan 

menengah dan sekolah luar biasa; 

5. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, mempunyai tugas 

pokok menyelenggarakan Pendidikan Anak. Usia Dini (P AUD), 

Pendidikan Kesetaraan (Diktara) dan Pendidikan Kemasyarakatan 

(Dikmas) yang dibantu oleh 3 Seksi yaitu : 

a. Seksi Pendidikan Anak. Usia Dini, mempunyai tugas pokok 

merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan 

pengembangan pendidikan Anak Usia Dini; 

b. Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas pokok 

merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan 

pengembangan pendidikan kesetaraan yang terdiri dari Paket A ( 

setara SD), Paket B ( setara SMP) dan Paket C ( setara SMA); 

c. Seksi Pendidikan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok 

merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan 

pengembangan pendidikan masyarakat yang meliputi 

pendidikan keaksaraan, pendidikan perempuan, peningkatan 

budaya baca melalui taman bacaan masyarakat, peningkatan 

mutu dan pengembangan kelembagaan kursus/ pelatihan 

kecakapan hidup (PKH) dan kemitraan; 

6. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan mutu dan 

kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga 

16/41724.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



54 

kependidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, pendidikan non formal dan informal dan dibantu oleh 3 

seksi yaitu : 

a. Seksi PMPTK SDffK mempunyai tugas pokok melakukan 

pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan 

pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan taman kanak­

kanan dan sekolah dasar; 

b. Seksi PMPTK SMP mempunyai tugas pokok melakukan 

pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan 

pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah 

menengah pertama; 

c. Seksi PMPTK SMA/ SMK/Pendidikan Non Formalllnformal 

mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan mutu dan 

kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan 

tenaga kependidikan SMA/SMK?pendidikan Nonformal dan 

Informal; 

7. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Nasional Kecamatan mempunyai 

tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi 

pendidikan sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini. 

c. Program dan Kegiatan Pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa 

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (P AUD) 

Program ini dilaksanakan melalui jalur formal dan non formal. Jalur 

formal diselenggarakan di Taman Kanak-Kanak atau Raudatul Athfal (RA) 

sedangkan non formal diselenggarakan melalui satuan P AUD, Taman Penitipan 
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Anak (TPA), Kelompok Bermain ( play group) dan PAUD seJerus lainnya. 

Kegiatan pokok yang dilaksanakan meliputi: 

1). Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini 

2). Pengembangan pendidikan Anak Usia Dini 

2. Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 

program tersebut dititikberatkan pada : 

1 ). Penambahan ruang kelas sekolah SD/SMP 

2). Penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu 

3). Monitoring pelaksanaan PSB SD dan SMP 

4). Penyelenggaraan Paket A setara SD 

5). Penyelenggaraan Paket B setara SMP 

6). Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, paving blok dan pagar 

7). Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya 

8). Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi 

9). Pengadaan meubeuler sekolah 

1 0). Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 

11 ). Penyediaan biaya operasional sekolah (BOS) TK, SD dan SMP 

12). Pelaksanaan ujian sekolah dan nasional SD 

13). Pelaksanaan ujian sekolah SMP 

14). Olimpiade sains nasional pendidikan dasar 

15). Olimpiade o1ahraga siswa nasional pendidikan dasar 

3. Program Pendidikan Menengah 

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi : 
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1 ). Penyelenggaraan Kegiatan PSB SMNSMK Negeri dan Swasta 

2). Pembangunan gedung sekolah SMNSMK 

3). Penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu 

4). Penyelenggaraan Paket C setara SMA 
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5). Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsionall Keaksaraan Usaha 

Mandiri 

6). Pembangunanlrehabilitasi rumah dinas kepsek, guru, penJaga 

sekolah dan pagar 

7). Pembangunan Janngan instalasi listrik sekolah dan 

perlengkapannya 

8). Pengadaan meubeuler sekolah 

9). Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah 

1 0). Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 

11 ). Penyediaan biaya operasional manajemen mutu SMA, SMK dan 

SLB 

12). Pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah SMAIMA dan SMK 

13). Lomba ketrampilan siswa SMK 

14). Lomba cerdas cermat UUD NKRI 1945 SMA dan SMK 

15). Olimpiade olahraga siswa nasional SMA 

16). Lomba debat bahasa Inggris tingkat SMA 

17). Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa 

4. Program Pendidikan Non Formal 

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi : 

1 ). Pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 
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2). Pembinaan LKP dan PKBM 

3). Penyelenggaraan akreditasi pendidikan non formal 

5. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

program ini bertujuan untuk: 

1 ). Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan 

2). Meningkatkan standar layanan PAUD 

3). Meningkatkan standar layanan satuan pendidikan dasar. 

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi : 

1 ). Lomba gugus jenjang TK 

2). Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 

3). Pelaksanaan sertifikasi pendidik 

4). Lomba gugus jenjang SD 

5). Penilaian kinerja guru bagi kepala sekolah SD, SMP dan SMA 

6). Penyediaan biaya operasional sekolah (BOS) TK, SD dan SMP 

7). Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 

b. Somber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sumbawa 

Sumber daya manusia Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa di luar tenaga 

pendidik dan kependidikan berdasarkan data DUK 2010, adalah sebanyak 69 

orang dengan rincian berdasarkan pendidikan terakhir sebagaimana pada gambar 

berikut: 
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Gambar4.2 

SDM Dlnas Diknas 

51 
45.45% 

Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 
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Gambar diatas menunjukkan bahwa 45,45% pegawai Dinas Pendidikan 

berpendidikan Sl sedangan D3 dan SMA berjumlah 40,91%, sementara yang 

berpendidikan Pasca Sarjana sejumlah 10,61 %. Dari komposisi Sumber Daya 

Manusia tersebut diatas telah sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Jika dilihat berdasarkan pendidikan latihan (Diklat) yang pernah ditempuh, 

maka terlihat bahwa diklat teknis dan fungsional yang dimiliki oleh Pegawai 

Negeri Sipil Dinas Pendidikan Nasional adalah Diklat penjenjangan struktural 

(Diklatpim II, III, Spama dan Adum) sebanyak 16 orang atau 24%. Dari hasil 

observasi lapangan ditemui bahwa dari sejumlah PNS yang ada, terutama staf 

yang merupakan pelaksana dari program-program dinas belum pemah mengikuti 

diklat teknis dan fungsional yang menunjang pelaksanaan dan atau operasional 

kegiatan dari program yang telah tersusun. 

Dari komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dan pelatihan 

tersebut diatas, menunjukkan bahwa sumber daya manusia di dinas diknas masih 

perlu diperkuat untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. 
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c. Aksesibilitas Guru Terhadap Sertitlkasi 

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005, pasal 8 mengatakan bahwa: 

"Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional". Selanjutnya dalam pasal 11 mengatakan bahwa:" Sertifikat 

pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah 

memenuhi persyaratan yaitu guru yang telah memenuhi kualiftkasi pendidikan 

minimal dan menguasai kompetensi guru." 

Berdasarkan UU nomor 14 tahun 2005, pasal8 dan pasal11 tersebut, bahwa 

sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan yaitu 

memiliki kualifikasi akademik S l/D4 dan menguasai kompetensi guru. Dengan 

mengacu pada UU tersebut tidak semua guru akan bisa menerima sertifikat 

pendidik, dan tentunnya tidak bisa pula menerima Tunjangan Profesi Pendidik 

(TPP) sebagai konsekwensi dari profesionalismenya dalam menjalankan tugas. 

Namun bila dilihat dari data guru menurut tingkat pendidikan atau 

kualifikasi akademiknya, masih banyak guru yang tidak bisa akses terhadap 

program sertifikasi karena masih berkualifikasi akademik dibawah syarat minimal 

yang ditetapkan undang-undang seperti tersebut diatas. Berdasarkan data dari 

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tahun 2012. 
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Tabel4.1 

Kualif1kasi Akademik Guru Kabupaten Sumbawa 
Tahun 2012 

Blm Pendidikan 
Jenis Guru Jml Sertifikasi 

60 

Sertifikasi SMA DI DII Dill D4/S1 S2 

1 GuruTK 194 80 114 145 - 26 3 20 -
2 Guru SO 2319 1.098 1.221 636 - 1295 23 364 1 

3 GuruSMP 822 416 406 10 34 21 181 575 -
Guru 

4 602 280 322 1 - - 41 550 10 
SMA/SMK 

Jumlah 3937 1.874 2.063 792 34 1342 248 1509 11 

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 

Jumlah guru TK, SD, SMP dan Guru SMA/SMK menurut tingkat 

pendidikan berjumlah 3.937, S2 sebanyak 11 orang, S1/DIV Pendidikan 

sebanyak 1509 orang , D.III sebanyak 248 orang, D.II sebanyak 1.342 orang, DI 

sebanyak 34 orang dan SMA/SMK sebanyak 792. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat 1.874 orang guru telah memperoleh sertifikasi. 

Sedang dari 2.063 orang guru belum bersertifikasi disebabkan paling banyak 

masih berpendidikan SMA/SMK. 

Berikut ini kutipan hasil wawancara dengan Handrian Basri (guru yang 

belum menerima sertifikasi) mengatakan bahwa : 

"Banyak guru yang sudah memenuhi persyaratan untuk sertifikasi tetapi 
belum terdata untuk calon sertifikasi berikutnya jadi diharapkan perlu 
dilakukan uji publik nama peserta calon penerima sertifikasi beberapa hari 
sebelum pelaksanaan tes awal dilaksanakan ". 

Guru lain yang belum sertiftkasi (Syarifuddin), mengatakan bahwa 

"masih adanya syarat yang tidaklkurang prinsip seperti harus ada NUPTK 
dan minimal mengajar 24 jam, syarat ini yang menyebabkan adanya guru 
yang belum sertifikasi, jadi solusinya mungkin syarat tersebut harus 
dihilangkan". 
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Disini berarti bahwa walaupun guru yang telah menguasai kompetensi guru, 

seperti kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan 

kompetensi profesional apabila tidak mempunyai NUPTK dan tidak memperoleh 

jam mengajar selama 24 jam tidak bisa akses terhadap sertifikasi guru. 

Selanjutnya dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

Nomor 18 tahun 2007 menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan 

dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji 

kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio,yang merupakan 

pengakuan atas pengalaman profesioanal guru dalam bentuk penilaian terhadap 

kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian 

portofolio tersebut mencakup : 

a. Kualifikasi akademik 

b. Pendidikan dan pelatihan 

c. Pengalaman mengajar 

d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

e. Penilaian dari atasan dan pengawas 

f. Prestasi akademik 

g. Karya pengembangan profesi 

h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah 

1. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial 

J. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. 
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d. Peran dan Fungsi Serta Koordinasi Antar Lembaga Pelaksana 

Sertif'Ikasi Guru 

Dalam pelaksanaan program sertifikasi guru lembaga-lembaga yang terlibat 

ditingkat propinsi yaitu : Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas 

Pendidikan Propinsi, dan Universitas Mataram. Kemudian di tingkat Kabupaten 

yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa 

Adapun peran dari masing-masing lembaga pelaksana sertifikasi guru, 

antara lain : 

1. LPMP ( Lembaga Penjamin Motu Pendidikan) 

a. Menyusun data base guru terutama yang sudah berpendidikan S l/D4 

b. Menerima dokumen-dokumen panduan Sertifikasi Guru (Sergur) dari 

Ditjen PMPTK. 

c. Menerima format AI ( formulir pendaftaran) dan format A2 ( biodata) 

dari PMPTK 

d. Bersama Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten menghitung dan 

menyepakati kuota kabupaten 

e. Menetapkan nomor peserta Propinsi dan Kabupaten, jenjang dan jenis 

pendidikan 

f. Menyalurkan nomor peserta ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dinas 

Pendidikan Propinsi 

g. Mendistribusikan format A 1 dan format A2 ke Dinas Pendidikan 

Propinsi Dinas Pendidikan Kabupaten 

h. Menerima format AI yang telah diisi dan mengirimkan ke Ditjen 

PMPTK melalui Direktorat Profesi Guru 
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1. Menerima format A2 yang telah diisi, mengolah menjadi data soft file, 

dan mengirirnkan data tersebut (hardcopy dan softcopy) ke Ditjen 

PMPTK melalui Direktorat profesi Pendidik. 

J. Membuat dan melakukan perjanjian kerja dengan LPTK tentang 

penggunaan dana Sertifikasi Guru (Sergur) sesuai pedoman penyaluran 

dana Sergur dari Ditjen PMPTK 

k. Menyalurkan dana Sertifikasi Guru kepada LPTK 

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikasi Guru 

m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikasi Guru 

n. Membuat laporan Sertifikasi Guru kepada Ditjen PMPTK melalui 

Direktorat Profesi Pendidik. 

2. Dinas Pendidikan Propinsi 

a. Menerima dokumen-dokumen panduan Sertifikasi Guru dari Ditjen 

PMPTK 

b. Bersama LPMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten menghitung dan 

menetapkan kuota kabupaten 

c. Memonitor kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten tentang pelaksanaan 

Sertifikasi Guru antara lain : 

a) Rekapitulasi peserta Sertifikasi Guru ke Dinas Pendidikan Propinsi 

b) Pengiriman berkas portofolio dari Dinas Pendidikan Kabupaten ke 

LPTK penyelenggara (Universitas Mataram) 

d. Membuat rekapitulasi peserta Sertifikasi Guru dari Dinas Pendidikan 

Kabupaten sesuai format B2 

e. Menerima format AI dan format A2 dari LPMP 
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f. Merekrut dan menetapkan dengan SK Dinas Pendidikan Propinsi, 

verifikasi portopolio guru dan dikirim ke LPTK penyelenggara yaitu 

Universitas Mataram 

g. Memfasilitasi guru mengisi format AI dan format A2, penyusunan 

portopolio dan kelengkapan -kelengkapan lainnya. 

h. Mengirim format AI dan format A2 yang telah diisi ke LPMP 

1. Mengirim dokumen portopolio guru ke LPTK 

J. Rekapitulasi peserta menggunakan format B2 dalam bentuk hardcopy 

dan soft copy 

k. Memfasilitasi kegiatan panitia Sertifikasi Guru. 

1. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan Sertifikasi Guru 

m. Memfasilitasi pendanaan persiapan pelaksanaan PLPG 

n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sertifikasi Guru 

o. Mengendalikan kualitas penyelenggaraan Sertifikasi Guru sesuai 

pedoman dan kewenangan Dinas Pendidikan Propinsi 

p. Memproses dan menyalurkan tunjangan profesi nagi guru yang telah 

lulus sertifikasi setelah memperoleh Surat Keputusan Penerima 

Tunjangan Profesi dari Ditjen PMPTK. 

3. Dinas Pendidikan Kabupaten 

a. Menerima dokumen-dokumen panduan Sertifikasi Guru dari Ditjen 

PMPTK 

b. Menerima format AI dan Fotmat A2 sesuai jumlah peserta 

c. Membuat daftar prioritas peserta Sertifikasi Guru berdasarkan kriteria 

Ditjen PMPTK dan kesepakatan tingkat Propinsi, antara lain : 
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a). Masa kerja sebagai guru 

b). Usia 

c). Pangkat/golongan (bagi PNS) 

d). Behan mengajar 

e). Jabatan/tugas tambahan 

f). Prestasi kerja 

d. Menetapkan peserta Sertifikasi guru sesuai dengan kuota melalui SK 

Dinas Pendidikan Kabupaten. 

e. Penetapan peserta terbuka dan transparan melibatkan beberapa unsur 

terkait seperti : Perwakilan Kepala Sekolah, Guru, Pengawas, dan PGRI 

f. Memberikan nomor peserta sertifi.kasi kepada guru peserta Sertifi.kasi 

Guru berdasarkan rentang yang dibuat oleh LPMP 

g. Menyalurkan format Al dan format A2 kepada guru yang masuk kuota 

h. Mengkomunikasikan : 

a) Pedoman Sertifi.kasi Guru dalam jabatan melalui penilaian 

portopolio untuk guru 

b) Panduan penyusunan portopolio 

1. Menugasi Kepala Sekolah memperiftkasi kebenaran dan keabsahan 

dokumen yang diserahkan oleh guru dan memberikan sanksi sesuai 

dengan ketentuan kepada Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan tugas 

ini dengan baik 

J. Menugaskan pengawas untuk melakukan penilaian pelaksanaan 

pembelajaran dan penilaian atasan secara obyektif dan memberikan 
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sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pengawas yang 

tidak melakukan tugas ini dengan baik. 

k. Memverifikasi ulang kebenaran dan keabsahan dokumen portopolio 

sebelum diserahkan kepada LPTK 

1. Membuat rekapitulasi peserta Sertifikasi Guru dengan menngunakan 

format B1 dan diserahkan kepada LPMP bersama format A1 dan format 

A2 yang telah diisi oleh peserta Sertiflkasi Guru. 

m. Format B 1 diserahkan ke LPMP baik dalam bentuk hardcopy dan 

soptcopy 

n. Penyerahan dokumen tersebut diatas disertai dengan Berita Acara. 

o. Menghimpun dokumen portopolio yang telah disusun oleh peserta 

Sertifikasi Guru ( rangkap dua untuk setiap guru secara tidak terpisah) 

p. Menyerahkan dokumen kepada rayon LPTK, antara lain : 

a). portopolio ( rangkap dua) 

b). Rekapitulasi peserta berdasarkan nomor peserta ( format B 1) 

c). Pasphoto terbaru peserta, berwarna, ukuran 3x4 em sebanyak 4 

lembar 

d) penyerahan dokumen dengan berita acara serah terima dokumen 

portopolio 

q. Menyerahkan rekapitulasi peserta Sertifikasi guru (format B 1) yang telah 

diisi ke Dinas Pendidikan Propinsi 

r. Menjadi Penghubung peserta dengan LPTK dan sebaliknya 

s. Mengambil bendel pertama dokumen portopolio yang memuat bukti fisik 

asli untuk komponen 2 dan 8 minimal setelah 2 minggu dari 
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pengumuman kelulusan. Jika lebih dari 3 bulan, portopolio tidak diambil 

diluar tanggung jawab LPTK. 

t. Memproses berkas tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus 

sertifikasi dan mengirim ke Dinas Pendidikan Propinsi 

4. Rayon LPTK Nusa Tenggara Barat (Universitas Mataram) 

a. Mengadakan koordinasi dengan LPMP tentang Sertifikasi Guru 

b. Memverifikasi peserta yang diindikasikan melakukan pelanggaran dan 

jika benar, LPTK menetapkan status diskualifikasi dan mengembalikan 

ke Dinas Pendidikan Kabupaten. 

c. Merekrut calon asesor portofolio (jika kurang) 

d. Calon asesor adalah warga negara Indonesia yang berstatus sebagai 

dosen atau widyaiswara (LPMP dan atau P4TK) yang memenuhi 

persyaratan dan ditugaskan oleh ketua rayon LPTK 

e. Asesor tahun 2011 bisa ditugasi selama yang bersangkutan masih 

memenuhi persyaratan atau merekrut asesor barn tahun 2012 sesuat 

kebutuhan 

f. Melakukan tindak lanjut seperti : 

a). LPTK bertanggung jawab dan menjamin bahwa guru yang lulus 

sertifikasi memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, 

profesional, dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang­

Undang Nomor 14 Tahun 2005 

b). Jika pada saat sertifikasi dan atau kemudian hari diperoleh 

informasi tentang penyimpangan pelaksanaan sertifikasi baik guru, 

asesor atau PSG, LPTK menindaklanjutinya dengan melakukan 

verifikasi dan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. 
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5. Guru 

Mengikuti sosialisasi Sertifikasi Guru dan Memperoleh informasi tentang : 

a. Nomor peserta 

b. Pedoman penyusunan perangkat portopolio Sertifikasi Guru 

c. Pedoman Sertifikasi bagi peserta untuk guru 

d. Cara pengisian format A I dan format A2 

e. Mengisi format A 1 dan format A2 

£ Menyiapkan pasphoto terbaru 
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g. Menyusun dokwnen portopolio 2 (dua) bendel kemudian menyerahkan 

ke Dinas Pendidikan Kabupaten 

h. Bendel pertama, bukti fisik untuk komponen 2 (pendidikan dan 

pelatihan) dan komponen 8 (Keikutsertaan dalam forum ilmiah) berupa 

sertifikat/ piagam ASLI sedang bukti fisik pada bendel kedua semua 

potochopy yang sudah dilegalisasi oleh atasan langsung. 

1. Setelah dua minggu dari pengumuman kelulusan, bendel pertama yang 

memuat bukti fisik komponen 2 dan komponen 8 ASLI, dapat diambil 

kembali oleh guru melalui Dinas pendidikan Kabupaten 

J. Dalam menjalankan peran dan fungsi serta koordinasi antar lembaga 

pelaksana Sertifikasi Guru dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar: 4.3 

Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Guru 

DEPDIKNAS KONSORSIUM 

DITJEN PMPTKI DITJEN DIKTI r.-----------------· UNSUR DIKTI, PMPTK, 
DEPAG, LPTK 

KOORDINASI i . 
INFORMASI REKAP PESERTA 

HASIL 
DIN PEND HASIL RAYON LPTK PENYELENGGARA 

~ ... 
PANITIA SERGUR TK PROPINSI (UN RAM) 

• ~ 

INFORMASI REKAP PESERTA 

DINAS PENDIDIKAN 
KABUPATEN 

PANITIA SERGUR TK HASIL 

INFORMASI DOK. PORTF HASIL 

GURU PESERTA 
SERTIFIKASI ~ 

SERTIFIKAT 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa informasi disampaikan 

secara berjenjang sampai ke tingkat sasaran program sertiflkasi, yang dimulai dari 

Depdiknas ( Ditjen PMPTK dan Ditjen Dikti) menyampaikan informasi/sosialisasi 

ke Dinas Pendidikan Propinsi dan LPMP, kemudian Dinas Pendidikan Propinsi 

menyampaikan informasi/sosialisasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dinas 
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Kabupatenlah yang menyampaikan langsung informasi kepada sasaran program 

kebijakan yaitu guru. 

Guru yang telah mendapat penjelasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan 

telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi menyiapkan dokumen 

portopolio dan diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten, yang selanjutnya 

Dinas Pendidikan Kabupaten merekapitulasi peserta untuk dikirim ke Dinas 

Pendidikan Propinsi dan dokumen portopolio dikirim ke Rayon LPTK 

penyelenggara yaitu Universitas Mataram. Dinas Pendidikan Propinsi 

merekapitulasi kembali peserta sertifikasi untuk dikirim ke konsorsium sertifikasi 

guru. Kemudian Rayon LPTK setelah menerima dokumen portopolio dari Dinas 

Pendidikan Kabupaten, sesuai dengan perannya dalam sertifikasi guru, salah 

satunya adalah memeriksa atau mengadakan penilaian portopolio oleh tim asesor 

yang ada di LPTK tersebut dan hasilnya dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten, 

Dinas Pendidikan Propinsi dan ke konsorsium sertifikasi guru. Dan Dinas 

Pendidikan Kabupaten yang menyampaikan langsung hasil sertifikasi guru dalam 

jabatan melalui jalur portopolio. 

Bagi para guru yang dinyatakan lulus portopolionya berhak menerima 

sertifikat pendidik yang diserahkan langsung oleh Rayon LPTK kepada guru yang 

bersangkutan. Dan bagi guru yang belum dinyatakan lulus fortopolio ada dua 

versi yaitu Melengkapi Portopolio (MP) dan mengikuti pendidikan dan Latihan 

Profesi Guru(PLPG) yang diadakan langsung oleh Rayon LPTK (UNRAM). 
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e. Prosedur Operasional Standar (Pos) Penetapan Peserta Sertif1kasi Guru 

Tahun 2013 

1. Tahap Persiapan dan Veriflkasi Data Calon Peserta 

a. Pembentukan Panitia Sertiftkasi Guru 

Sebelum semua aktifttas kegiatan terkait penetapan peserta 

sertiftkasi guru dilakukan, yang pertama harus dilakukan adalah 

pembentukan Panitia Sertiftkasi Guru (PSG) di tingkat LPMP, dinas 

pembentukan provinsi dan dinas pendidikan kabupatenlkota.PSG 

bertanggungjawab terhadap suksesnya penyelenggaraan penetapan 

peserta sertiftkasi guru di tingkat LPMP, Provinsi, dan Kabupatenlkota. 

Adapun tugas dan tanggung jawab PSG masing-masing unit terkait 

sebagaimana dijelaskan di bawah ini : 

1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan sertiftkasi guru kepada dinas 

pendidikan provinsi!kabupatenlkota dan pihat terkait 

2) Melakukan approval terhadap penghapusan calon peserta pada 

AP2SG yang dilakukan PSG dinas kabupaten!kota setelah 

menerima format penghapusan cal on peserta 

3) Menetapkan peserta uji kompetensi, lokasi tempat uji kompetensi 

(TUK), dan distribusi peserta ke TUK 

4) Melaksanakan dan memantau uji kompetensi 

5) Melakukan veriftkasi berkas pendukung sebagai dasar persetujuan 

(approval) format Al untuk ditetapkan sebagai peserta fmal. 
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6) Mencetak format Al sebanyak 2 (dua) rangkap dan memberikan 

pengesahan pada Format Al dengan menandatangani dan 

membubuhi stempel. 

7) Mengirim berkas peserta (lengkap dengan format A1) ke LPTK. 

8) Mengirim format A 1 ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk 

didistribusikan kepada peserta sertifikasi guru. 

b. PSG di Tingkat Dinas Pendidikan Provinsi 

1) Melakukan sosialisasi sertifikasi guru kepada guru sesuai dengan 

kewenangannya 

2) Memfasilitasi guru dalam mencari informasi tentang sertifikasi 

guru 

c. PSG di Tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten!Kota 

1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada guru dan 

masyarakat 

2) Mencetak format verifikasi dari aplikasi update data dari aplikasi 

Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) dan memberikannya 

kepada calon peserta. 

3) Mengumpulkan berkas verifikasi dan validasi data cal on peserta 

sertifikasi guru 

4) Melakukan perbaikan data guru pada AP2SG yang akan digunakan 

sebagai dasar penetapan peserta 

5) Melakukan penghapusan calon peserta yang ada pada AP2SG 

dengan mencetak format penghapusan calon peserta 
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6) Mengumpulkan format penghapusan calon peserta yang sudah 

ditandatangani berikut data pendukungnya 

7) Mengumpulkan semua berkas peserta sertifikasi guru 2013 dan 

mengirimkan ke LPMP 

8) Melaksanakan dan memantau uji kompetensi 

9) Melakukan verifikasi kelengkapan berkas PSPL, portopolio, dan 

PLPG peserta sertiftkasi guru kemudian mengirimkan ke LPMP 

1 0) Mendistribusikan format Al yang sudah disahkan LPMP kepada 

peserta sertiftkasi guru 

11) Mengikuti perkembangan pelaksanaan sertifikasi guru 

2. Publikasi data guru yang belum bersertifikat pendidik 

Data guru yang belum bersertifikat pendidik dipublikasikan melalui 

website www.sergur.kemdiknas.go.id oleh Badan PSDMPK-PMP. Data guru 

yang dipublikasikan tersebut berdasarkan pemutahiran data guru yang 

dikumpulkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten!Kota per tanggal 30 Agustus 

2012. 

3. Sosialisasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 

Sosialisasi penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 

dilaksanakan dengan melibatkan peserta dari LPMP, dinas pendidikan provinsi, 

dinas pendidikan kabupatenlkota, dan guru calon peserta sertiftkasi.materi 

sosialisasi antara lain alur pelaksanaan sertifikasi guru, persyaratan peserta 

sertiftkasi guru, mekanisme penetapan peserta melalui AP2SG, dan jadwal 

pelaksanaan sertifikasi guru. 
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a. Sosialisasi oleh BADAN PSDMPK-PMP 

Badan PSDMPK-PMP melakukan sosialisasi kepada ketua PSG dinas 

pendidikan provinsi, kabupatenlk.ota, LPMP, dan LPTK. Materi 

sosialisasi antara lain mekanisme dan pola sertiflkasi, persyaratan 

peserta sertiflkasi guru, perbaikan data guru, mekanisme penetapan 

peserta melalui AP2SG, danjadwal pelaksanaan sertiflkasi guru. 

b. Sosialisasi oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupatenlk.ota 

Dinas pendidikan melakukan sosialisasi kepada calon peserta sertiflkasi 

guru. Materi sosialisasi antara lain : mekanisme da pola sertiflkasi, 

persyaratan peserta, perbaikan data guru, mekanisme penetapan peserta 

melalui AP2SG, dan jadwal pelaksanaan sertiflkasi guru. 

4. Pencetakan Format Veriftkasi Data 

Dinas pendidikan kabupaten/kota mencetak format veriflkasi data dari 

AP2SG 

5. Verifikasi Data Guru 

Data guru yang akan mengikuti sertiflkasi guru hams benar dan valid 

karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan soal uji 

kompetensi, bidang studi sertiflkasi, dan data yang akan dicantumkan dalam 

sertiflkasi pendidik.oleh karena itu, guru harus melakukan veriflkasi dan koreksi 

data yang tercantum pada format veriflkasi data. 

Semua koreksi data didasatkan atas dokumen pendukung, misalnya ijasah 

S-1 atau D.N, serta ijasah S2 dan atau S3; SK PNS; dan SK tugas mengajar sejak 

diangkat sampai sekarang. Format veriflkasi ditandatangani oleh guru dan kepala 
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sekolah, kemudian diserahk:an ke Dinas Pendidkan Kabupaten!Kota denga 

melampirkan dokumen pendukung perbaikan data. 

Perbaikan data menggunakan alat tulis (pulpen) dengan cara : 

Menambah data 

Mencoret data yang salah dan memperbaikinya 

Mengisi data yang kosong 

Menetapkan bidang studi yang akan disertiflkasi 

Data yang harus valid sesuai dengan dokumen pendukungnya 

sebagaimana tabel berikut ini. 

No Komponen Data Data Pendukung 

Bagi PNS hams sesuai dengan SK 
1. Nama Lengkap PNS dan bagi bukan PNS sesuai 

dengan ijasah terakhir 

2. Pangkat/golongan 
Khusus PNS sesuai dengan SK 
pang}{:at terakhir 
Bagi PNS hams sesuai dengan SK 

3. T empat dan tanggallahir PNS dan bagi bukan PNS sesuai 
dengan ijasah terakhir 

4. Kualiflkasi akademik Sesuai dengan ijasah terakhir 
5. Tahun Lulus (maksimal S1) Sesuai dengan ijasah 

6. 
Nama perguruan tinggi 

Sesuai dengan ijasah 
(maksimal S-1) 

7. Program studiljurusan di 
Sesuai dengan ij asah 

perguruan tinggi (maksimal S-1) 
8. Nama sekolah tempat mengajar Sesuai dengan SK mengajar 

9. Bidang studi sertifikasi guru 
Sesuai dengan ijasah dan atau SK 
tug_as men_gaiar 

6. Perbaikan Data Guru 

Beberapa ketentuan perbaikan data guru yang belum bersertifikat 

pendidik sebagai berikut. 

a. Perbaikan data guru dilakukan oleh operator dinas pendidikan 

kabupaten/kota dengan menggunakan AP2SG sesuai dengan perbaikan 

data pada format verifikasi 
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b. Bidang studi sertifikasi harus diisikan pada AP2SG sesuai data pada 

format verifikasi. Data tidak akan tersimpan jika bel urn semua terisi. 

c. Petunjuk teknis perbaikan data menggunakan aplikasi AP2SG secara 

lengkap dapat dibaca pada Lampiran 1 Buku Pedoman ini. 

d. Perbaikan data guru akan menghasilkan perangkingan calon peserta 

sertifikasi guru berdasarkan usia, masa kerja, dan pangkatfgolongan 

e. Batas akhir perbaikan data guru yang belum bersertifikat pendidik untuk 

kebutuhan penetapan prioritas/perengkingan calon peserta sertifikasi 

2013 adalah tanggal1 Desember 2012 

f. Hasil perbaikan data guru dapat dicetak untuk dijadikan bahan acuan 

verifikasi data berikutnya. 

g. Seluruh proses entri data peserta sertifikasi guru hams sudah selesai pada 

tanggal31 Januari 2013. 

Dalam proses perbaikan data ini, PSG Tingkat Kabupaten!Kota dapat 

melakukan usulan penghapusan data dengan alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Beberapa alasan usulan penghapusan data sebagai berikut. 

No Alasan Penandatangan 

1. Meninggal dunia PSG Dinas Kab!Kota 
2. Sakit Permanen PSG Dinas Kab!Kota 
3. Melanggar disiplin Kepala Dinas 
4. Mutasi ke jabatan selain guru Kepala Dinas 
5. Mutasi ke kabupaten!kota lain Kepala Dinas 

6. Mengajar sebagai guru tetap di Kepala Dinas 
kementerian lain 

7. Pensiun Kepala Dinas 
8. Mengundurkan diri PSG Dinas kablkota 
9. Sudah memiliki sertiflkasi pendidik PSG Dinas kablkota 
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7. Persetujuan (Approval) Penghapusan Data 

LPMP melakukan persetujuan (approval) atas usulan penghapusan calon 

peserta setelah menerima format penghapusan calon peserta yang telah di 

tandatangani oleh pihak yang berwenang. 

8. Penentuan peserta Uji Kompetensi dan TUK 

Data guru hasil veriftkasi dan validasi adalah data calon peserta sertiftkasi 

guru tahun 2013 s.d. 2015. Seluruh calon peserta sertiftkasi guru tahun 2013 s.d. 

2015 harus mengikuti uji kompetensi sebelum ditetapkan sebagai peserta 

sertiftkasi guru. 

9. Distribusi jumlah sasaran!Kuota Sertif"l.kasi Guru Tahun 2013 

10. Proses Pencairan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) 

Peserta sertifikasi guru yang telah dinyatakan lulus baik melalui 

portopolio, melengkapi portopolio dan pendidikan latihan profesi guru, berhak 

menerima Tunjangan Profesi Pendidik ( TPP). 

Pengusulan jumlah tunjangan profesi guru ditetapkan berdasarkan jumlah 

kuota sertifikat dari Kabupaten yang kemudian ditetapkan melalui Surat 

Keputusan Dirjen PMPTK. Surat Keputusan tersebut dikirim ke Dinas Pendidikan 

Propinsi dan Dinas Pendidikan Propinsi menyiapkan semua dokumen dalam 

rangka memproses pengajuan pencairan dana ke KPKN wilayab/Propinsi. Dari 

KPKN Propinsi dikirim ke Bank Pusat NTB yang selanjutnya di kirim ke Bank 

Cabang NTB di masing-masing Kabupaten. Kemudian dari Bank Cabang NTB 

Kabupaten ditransfer langsung ke rekening guru yang bersangkutan. 
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B. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Pelaksanaan Kebijakan Sertitlkasi Guru dalam Jabatan 

Kebijakan sertifikasi Guru dalam jabatan haruslah dipandang sebagai 

upaya untuk meningkatkan kualitas guru dan profesionalisme guru yang mengarah 

pada tujuan akhirnya adalah peningkatan mutu pendidikan. 

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sebagai pelaksana 

sertifikasi di tingkat daerah merniliki tanggung jawab untuk meneruskan 

informasi dalam bentuk sosialisasi sertiflkasi kepada guru. Materi sosialisasi 

antara lain mencakup: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan 

tatacara sertiflkasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga-lembaga terkait 

(dinas pendidikan provinsi, kabupatenlkota, LPTK penyelenggara, LPMP), (4) 

syarat mengikuti seriflkasi, (5) prosedur penyusunan portofolio dan penjelasan 

tentang rubrik portofolio, dan ( 6) jadwal penyerahan dokumen portofolio. 

Selanjutnya, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 

mengadministrasikan dokumen portofolio yang disusun guru beserta kelengkapan 

lainnya dan membuat rekapitulasi peserta sertiflkasi, selanjutnya menyerahkan 

dokumen portofolio dan rekapitulasi tersebut kepada Rayon LPTK penyelenggara 

sertiflkasi. Daftar rekapitulasi tersebut juga diserahkan kepada dinas pendidikan 

provinsi untuk direkap menjadi peserta sertifikasi tingkat provinsi. 

Dalam proses implementasi kebijakan pemerintah tentang sertiflkasi guru 

SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Sumbawa hal-hal yang perlu diperhatikan 

sebagai faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaannya adalah berdasarkan 

dari teori implementasi kebijakan meliputi ukuran dasar dan tujuan kebijakan, 

komunikasi dan koordinasi antar lembaga, sumber daya pendukung pelaksanaan 
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kebijakan, kecenderungan implementor, karakteristik badan pelaksana dan kondisi 

sosial, ekonomi dan politik. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Sertifikasi Guru dalam jabatan 

a).Ukuran-ukuran dasar dan Tujuan Kebijakan 

Eksistensi guru bagi suatu bangsa sangat penting, apalagi suatu bangsa 

yang sedang membangun, dan untuk keberlansungan hidup suatu bangsa di 

tengah-tengah perkembangan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan 

serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kepada kehidupan yang 

menuntut ilmu dan seni sebagai tanda dinamik untuk dapat mengadaptasikan diri. 

Maka dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat tersebut, 

tentu membawa suatu konsekwensi pada guru untuk meningkatkan peranan dan 

kopetensinya sebagai agen dalam pembelajaran, sebagai agen dalam 

mencerdaskan bangsa. Maka sudah saatnya kompetensi profesi guru perlu 

ditingkatkan. 

Oleh karena itulah, pemerintah menetapkan regulasi peraturan melalui 

undang-undang yaitu Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen dan Permendiknas nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru. Dimana 

tujuan dari kedua regulasi peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas 

dan profesionalitas guru dalam upaya mendukung tercapainya tujuan pendidikan 

nasional. 

Apabila dilihat dari tujuan sertifikasi guru, sebagai upaya peningkatan 

mutu guru yang akhimya akan diiringi dengan peningkatan kesejahteraan guru 

baik secara fmansial maupun non finansial, dan diharapkan dapat meningkatkan 
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mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Adapun bentuk 

peningkatan kesejahteraan guru yang telah menerima sertifikat pendidik berupa 

tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok, dan juga berupa penghargaan, 

kehormatan, dan pengakuan terhadap profesi guru. 

Salah seorang guru senior pendidikan kabupaten Sumbawa, mengatakan : 

"Dengan adanya program sertifikasi guru, kami sangat menyambut baik 
tetapi jangan dilihat dari tingkat pendidikannya saja, tetapi harus dilihat 
pengalaman dan masa kerjanya Untuk sebuah bentuk penghargaan 
terhadap guru dalam arti kesejahteraan ditingkatkan harus diberikan secara 
merata sesuai pangkat dan golongannya, sehingga tidak kecemburuan 
sesama guru". 

Pemahaman terhadap Sertifikasi guru dari penuturan seorang guru senior 

tersebut mengambarkan bahwa tujuan sertitifikasi guru yang sedianya merupakan 

salah satu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas dan mutu 

pendidikan bergeser maknanya menjadi sekedar program peningkatan 

kesejahteraan guru. Pemaknaan seperti ini menimbulkan berbagai konflik 

kepentingan dalam implementasi sertifikasi guru dalam jabatan yang berdampak 

pada timbulnya prilaku-prilaku yang tidak terpuji dalam proses penyusunan bahan 

dan kelengkapan pengajuan sertifikasi melalui mekanisme portopolio. Hal ini 

terungkap dari hasil wawancara dengan salah satu pengurus PGRI Kabupaten 

Sumbawa, mengatakan : 

"Pada waktu program sertifikasi diluncurkan banyak diantara guru yang 
tidak paham akan proses dan penyusunan bahan kelengkapan sebagai 
persyaratan penilaian sertifikasi, maka diantara para guru sebagian besar 
menyerahkan kepada pihak lain untuk menyusun dan memastikan bahwa 
persyaratan yang akan diajukan telah sesuai ketentuan. 

Dari penuturan tersebut diatas, tujuan sertifikasi guru sepertinya diikuti 

hanya untuk peningkatan kesejahteraan guru, namun kualitas guru yang 

merupakan tujuan utama dari sertifikasi sedikit terabaikan. 
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Berkenaan dengan hal ini peneliti melak.ukan wawancara dengan 

pelaksana kebijakan M. Tauftk ( Kasi PMPTK SMA/SMK) mengungkapkan 

sebagai berikut : 

"dengan adanya kebijakan sertiftkasi, belum adanya peningkatan yang 
signifikan tentang kualitas dan profesinalitas guru". 

Kondisi tersebut dapat kita lihat hasil wawancara dengan Sumiati Hasan 

(seorang guru yang belum sertifikasi) mengemukak.an sebagai berikut: 

"Dalam penjaringan sertifikasi, tidak adanya keadilan, buktinya saya yang 
sudah mengajar selama 34 tahun dan umur saya 55 tahun, pendidikan saya 
juga sarjana sama dengan yang lain tapi sampai sekarang saya belum 
sertifikasi. Sedangkan ada ternan saya yang mengajar baru 17 tahun sudah 
mendapat sertifikasi". 

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi suatu toleransi 

terhadap usia dan masa kerja seseorang untuk mendapatkan sertifikasi. Berikut 

kutipan hasil wawancara dengan Kepala Seksi PMPTK SMA/SMK pada Dinas 

Pendidikan Nasioanl Kabupaten Sumbawa, antara lain : 

"Tujuan dan manfaat sertiftkasi guru dari segi kwantitas sudah dapat 
dirasakan oleh sebagian besar guru dalam rangka perbaikan kesejahteraan, 
sedangkan dari segi kualitas masih belum ada perubahan yang signiftkan 
artinya masih perlu pembinaan, pelatihan, workshop secara terns- menerus 
dalam rangka peningkatan mutu pendidikan". 

Dari berbagai hal tersebut diatas, seperti adanya pergeseran tujuan dari 

tujuan kebijakan, maka suatu kebijak.an yang telah ditetapkan melalui regulasi 

peraturan hanya merupakan suatu kebijakan yang dipak.sakan. 

b).Sumber Daya pendukung pelaksanaan kebijakan 

Sumber daya dalam pelak.sanaan sertifikasi guru SD, SMP dan SMA/SMK 

di Kabupaten Sumbawa dari sisi staf memiliki kemampuan yang cukup baik 

namun jumlahnya masih kurang memadai. Hal ini mengingat banyak.nya 
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pekerjaan yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan sertiftkasi guru SD, SMP 

dan SMA/SMK di Kabupaten Sumbawa. Pelaksananya adalah semua staf bidang 

tenaga pendidik berjumlah 9 orang PNS dan dibantu oleh 2 tenaga kontrak untuk 

membantu mengentry data Pada tahun 2006 mereka harus memverifikasi berkas 

portofolio sebanyak 134 orang guru SD, SMP dan SMA/SMK. Kemudian pada 

tahun 2007 menverifikasi sebanyak 973 Tahun ketiga 2008 ini jumlah berkas 

yang harus diperiksa sebanyak 674 Tahun 2009 367 berkas Tahun 2010 264 

berkas sedangkan untuk tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 ini guru sebagian 

besar mengunakan jalur PLPG untuk memenuhi ketentuan sertifikasi. 

Dari hasil wawancara beberapa orang guru menyatakan keluhan tentang 

antrean yang panjang pada saat pengumpulan berkas portofolio, 

"untuk verifikasi berkas di Dinas, kami sering dipanggil oleh pegawai 
kantor dinas kabupaten sampai malam hari, karena kekurangan tenaga 
pelaksana. Karena tahun 2006 itu pengumpulan berkas portofolio jadi 1 
antara guru SD, SMP, dan SMA/SMK. Waktu itu sangat kewalahan, 
apalagi tiap orang harus mengumpulkan 3 bendel dengan ketebalan yang 
beragam dan pada saat menyerahkan harus ada tanda terima" (Wawancara 
28 Juni 2013) 

Peserta yang lain juga mengeluhkan, 

"Masih kekurangan meski ditambah tenaga sehingga terjadi antrian 
panjang karena jumlah guru yang ikut sertifikasi tahun 2008 tambah 
banyak." Waktu yang dijadwalkan dari Departemen Pendidikan Nasional 
juga sangat sempit yaitu sekitar 3 minggu. Meskipun ada permasalahan 
yaitu kekurangan tenaga pelaksana dan waktu namun Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Sumbawa tetap mampu menyelesaikan tanggung 
jawabnya. "(Wawancara 28 Juni 2013) 

Tingkat pendidikan para pelaksana sertifikasi guru SD, SMP dan 

SMA/SMK di Kabupaten Sumbawa cukup baik yaitu minimal SMA. Dengan 

berbekal pengalaman dari waktu ke waktu maka pelaksana sertifikasi Kabupaten 

Sumbawa mampu menyelesaikan tugas dengan semakin baik. Hal ini diakui oleh 
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Drs. M. Tauflk, M.Si jabatan Kepala Seksi PMPTK SMA/SMK Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten Sumbawa, 

''Bahwa secara faktual walaupun staf kami berpendidikan SMA namun 
mereka mempunyai Kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan rata-rata 
baik dalam menyelesaikan pekerjaan." (Wawancara tanggal28 Juni 2013) 

Hal ini disebabkan karena semakin banyak pengalaman menghadapi para 

guru dengan permasalahannya yang beragam. Bekal pengalaman menjadi modal 

yang utama karena pelaksana sertifikasi Kabupaten Sumbawa dalam 

melaksanakan tuganya tidak menerima pelatihan teknis namun hanya mengikuti 

sosialisasi di tingkat propinsi yang dilaksanakan di Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan (LPMP) Nusa Tenggara Barat di Mataram. 

Selama pelaksanaan sertiflkasi guru SD, SMP dan SMA/SMK periode 

tahun 2006 sampai dengan 2012, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 

Sumbawa selalu melaksanakan koordinasi dengan UPTD Kecamatan. Hal ini 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan tidak adanya anggaran, seperti diakui 

oleh Kasi PMPTK SMP Sutan Syahril. 

"UPTD Kecamatan sangat membantu para guru dalam menyusun dan 
memberikan araban kepada guru yang mengikuti program sertifikasi 
melalui system portofolio maupun PLPG. UPTD se Kabupaten Sumbawa, 
aktif berkoordinasi dengan Dinas manakalah adalah perubahan aplikasi 
dan mekanisme sertifikasi." (wawancara 28 Juni 2013) 

Hal ini diakui oleh salah seorang staf Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten Sumbawa, 

"Kami sangat terbantu oleh UPTD, dimana semua berkas yang diajukan 
telah tersusun sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan. 
UPTD telah menyeleksi semua berkas yang dibutuhkan." (wawacara 28 
Juni 2013) 

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan tugas staf Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten Sumbawa juga didukung oleh adanya fasilitas berupa sarana 
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dan prasarana Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sumbawa antara lain ruang kerja, komputer sebanyak 5 unit, terdiri dari 1 desktop 

dan 4 laptop, printer, dan sejumlah A TK . Pada saat observasi, peneliti menjumpai 

tidak ada tempat pemberkasan tersendiri. Semua berkas yang akan dikirim ke 

LPTK ditumpuk di ruang kerja staf sehlngga terkesan penuh dan tidak rapi. Hal 

itu tentu saja mempengaruhi kenyamanan para staf dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

c). Komunikasi dan koordinasi antar lembaga 

Komunikasi dalam implementasi sertifikasi guru SD, SMP dan 

SMA/SMK di Kabupaten Sumbawa dilakukan pada saat sosialisasi, pengumpulan 

berkas portofolio maupun dalam pengumuman hasil sertifikasi. Pelaksanaan 

sertifikasi yaitu tahun 2006 sampai dengan sekarang, berjalan pelaksanaan 

sosialisasi dengan lancar dengan mengunakan metode Portofolio dan PLPG. 

Strategi yang digunakan untuk memudahkan sosialisasi dari dinas adalah 

dengan membagi kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumbawa menjadi 4 

(empat) zone sosialisasi yaitu wilayah Kecamatan Bagian Timur, Kecamatan 

Bagian Selatan, Kecamatan Bagian Tengah dan Kecamatan Bagian Barat. 

Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan/difasiltiasi oleh masing-masing UPT 

Dinas Pendidikan Nasional di tingkat kecamatan, Penyampaian informasi cukup 

baik ditandai dengan adanya sharing informasi oleh Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten Sumbawa kepada UPTD Kecamatan ataupun langsung kepada guru, 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang PMPTK Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten Sumbawa yang sekarang menjabat selaku Sekretaris pada 

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, Syahril, S.Pd. 
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"Dalam sosialisasi di setiap zone kecamatan dijumpai, para guru SD, SMP 
dan SMA/SMK menanggapi dengan serius tentang materi/infonnasi 
sertifikasi ini. Para peserta pada umumnya ingin mendapat infonnasi yang 
sejelas-jelasnya namun karena keterbatasan wak:tu maka diharapkan 
kepada para guru untuk pro aktif menanyakan kern bali hal-hal yang belum 
dipahami baik secara langsung ke Dinas di Kabupaten atau di UPT di 
masing-masing kecamatan (Wawancara tanggal28 Juni 2013) 

Hal ini dibenarkan oleh Sutan Syahril kepala Seksi PMPTK SMP pada 

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tentang bagaimana koordinasi 

antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut, 

"Sosialisasi dilakukan dengan pertemuan teknis, rapat koordinasi dan surat 
menyurat. Hal ini biasa dilakukan setiap saat apabila terjadi perubahan 
didalam aplikasi sertifikasi guru". (wawancara 28 Juni 2013) 

Selanjutnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas pendidikan Nasional 

Kabupaten Sumbawa sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang guru: 

"Para guru dikumpulkan oleh UPT Dinas Pendidikan pada masing-masing 
zone Kecamatan untuk mendapatkan informasi tentang sertifikasi guru dan 
kami diminta untuk melihat daftar nama guru yang masuk daftar peserta 
sertifikasi tahun 2013 ini. Kemudian kami mengikuti sosialisasi dari dinas 
untuk menerima penjelasan penyusunan portofolio". (Wawancara 28 Juni 
2013) 

Program sertifikasi ini diagendakan pemerintah secara rutin setiap tahun 

sehingga infonnasi yang diberikan bersifat lanjutan. Frekuensi pelaksanaan 

sosialisasi sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa adalah sekali setiap tahun 

untuk tiap tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK sebagaimana penjelasan 

dari Kepala Bidang PMPTK Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 

yang sekarang menjabat selaku Sekretaris pada Dinas Pendidikan Nasional 

Kaupaten Sumbawa, Syahril, S.Pd. 

"Sosialisasi Sertifikasi guru dalam jabatan pada saat itu, kami lakukan 
setiap tahun sekali untuk tiap tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA. 
Seperti yang sudah saya katakan tadi, sosialisasi dilaksanakan di tiap zone 
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kecamatan sesuai jadwal dari pedoman pusat. (Wawancara tanggal 28 Juni 
2013) 

Terkait permasalahan dana dalam sosialisasi, penyampaian informasi juga 

sangat tergantung kondisi di lapangan. Hal ini disampaikan oleh Drs. M. Taufik, 

M.Si jabatan Kasi PMPTK SMA/SMK, 

"'Jujur saja, untuk masalah sarana dalam penyampaian informasi kami 
sangat tergantung kondisi di lapangan. Karena memang kami tidak ada 
dana khusus untuk pelaksanaan sertifikasi ini. Kalau pas ada jadwal 
pelaksanaan sosialisasi, kami koordinasi di lapangan untuk 
mempersiapkan tempat, LCD dan komputer." (Wawancara tanggal 28 
Juni 2013) 

Dalam penyampaian informasi, pelaksanaan sosialisasi sertifikasi guru 

SD, SMP dan SMK di Kabupaten Sumbawa menggunakan media yang beragam. 

Selain itu dinas juga menyediakan papan informasi pelaksanaan sertifikasi. 

Bahkan seperti yang dituturkan oleh Drs. M. Taufik, M.Si jabatan Kasi PMPTK 

SMA/SMK Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, 

"media yang digunakan dalam sosialisasi yakni Koran local, Internet dan 
penyebaran buku-buku pedoman sertifikasi" ( wawancara tanggal 28 Juni 
2013) 

Hasil observasi peneliti pada saat pengumpulan berkas portofolio awal, 

masih ada guru SD, SMP dan SMA/SMK yang kebingungan terutama guru SD 

yang swasta tentang kepastian persyaratan masa kerja. Informasi tentang 

persyaratan masa kerja tiap tahun berubah-rubah. Meskipun dalam Buku 2 tentang 

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio, telah jelas 

mengatur tentang persyaratan masa kerja minimal bagi guru yang berhak 

mengikuti sertifikasi namun kenyataan di lapangan masih ada guru yang nekat 

mengajukan diri ikut sertifikasi dengan masa kerja masih 2 tahun. Kesalahan kecil 

juga terjadi pada saat pengisian nomer antara lain Nomor Induk Pagawai (NIP), 
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Nomer Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan penulisan bidang 

studi. Namun hal ini tidak terlalu mengganggu proses pelaksanaan sertifikasi. 

Kesadaran para guru SD, SMP dan SMA/SMK bahwa kalau sudah 

tersertiftkasi maka diakui profesionalismenya serta mendapatkan tunjangan 

profesi menjadi faktor pendukung dalam komunikasi pelaksanaan sertifikasi ini. 

d). Karakteristik Badan Pelaksana 

Pelaksanaan sertiftkasi guru SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten 

Sumbawa tentunya harus didukung oleh adanya perangkat organisasi sesuai 

dengan kebutuhan dan berkinerja baik. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru di 

Kabupaten Sumbawa sangat didukung dengan adanya komitmen yang tinggi dari 

unsur pimpinan dan semua staf yang terlibat hams bekerja secara proporsional. 

Pembagian kerja berjalan baik sehingga mereka mampu menyelesaikan 

tanggungjawabnya sesuai yang dijadwalkan. 

Koordinasi internal yaitu dalam kepanitiaan sertifikasi Kabupaten 

Sumbawa berjalan baik. Hal ini ditegaskan oleh Kabid PMPTK yang saat itu di 

pimpin oleh Syahril,Spd yang saat ini menjabat selaku Sekretaris Dinas 

Pendidikan Nasional, 

"Dalam pelaksanaan sertiftkasi guru di Kabupaten Sumbawa Koordinasi 
dengan lembaga penyelenggara ke dalam atau antar panitia sertifikasi 
Kabupaten Sumbawa berjalan baik. Bapak Kepala Dinas, juga sering 
memberikan araban dan motivasi untuk suksesnya pelaksaanan sertiftkasi 
dan diharapkan kepada karni untuk memperhatikan jadwal terakhir 
pengumpulan berkas. "(Wawancara tanggal28 Juni 2013) 

Begitu juga dengan koordinasi ekstemal Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten Sumbawa dengan LPTK, LPMP maupun dinas pendidikan propinsi. 

Kesatuan perintah berjalan sesuai yang diharapkan dengan mengacu pada struktur 
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organisasi pelaksana sertifikasi guru tingkat Kabupaten Sumbawa. Jika dalam 

pelaksanaan sertifikasi menemui masalah maka para pelaksana bisa mengacu pada 

buku pedoman atau konsultasi dengan lembaga terkait. 

Dengan memenuhi standar prosedur operasional (SPO) dalam buku 

pedoman pelaksanaan sertifikasi guru SD, diharapkan keberhasilan sertifikasi 

guru SD, SMP dan SMA/SMK mengalami peningkatan, sebagaimana 

digambarkan pada tabel berikut: 
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NO TAHUN 
TK 

Portofolio PLPG 

1. 2006 10 6 

2. 2007 14 -

3. 2008 - 4 

4. 2009 - 3 

5. 2010 2 7 

6. 2011 - 26 

7. 2012 - 8 

Jumlah 22 58 

Tabel4.2 
Data Sertifikasi Guru dan Pengawas Kabupaten Sumbawa 

Tahun 2006 s/d 2012 

SD/SLB SMP SMA/SMK 
Portofolio PLPG Portofolio PLPG Portofolio PLPG 

17 - 17 - - -

100 - 74 - 60 3 

46 3 55 87 19 41 

107 35 6 16 5 20 

71 20 16 32 12 40 

- 597 - 86 - 35 

- 102 - 27 - 45 

341 757 168 248 96 184 

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. 
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Tahun 2006 baru mencapai 50 orang guru yang dinyatakan lulus 

memperoleh sertifikasi, terjadi peningkatan tahun 2007 berjumlah 251 orang guru 

yang dinyatakan lulus memperoleh sertifikasi melalui portofolio. Pada tahun 2007 

ini terjadi penumpukan berkas yang harus diteliti dan diperiksa oleh panitia 

pelaksana sertifikasi dan bahkan pada waktu itu para pelaksana dalam 

melaksanakan verifikasi berkas membutuhkan waktu lembur untuk menyelesaikan 

pekerjaannya Pada tahun 2008 metode sertifikasi dilakukan dengan metode 

portofolio dan PLPG, jumlah guru yang memperoleh setifikasi sebanyak 255 

orang. Pada tahun 2009 terjadi penurunan, hal ini sebabkan karena diantara guru 

yang ada telah dipersiapkan bertahap sesuai dengan kouta yang diberikan oleh 

Kementrian Pendidikan Nasional, sehingga pada tahun 2009 terdapat 192 orang 

guru yang memperoleh sertifikasi dan pada tahun 2010, 2011 dan 2012 masing-

masing berjumlah 200, 744 dan 182. Hal ini diakui oleh Sekretaris Dinas 

Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, Syahril,Spd 

"Sertifikasi guru dari tingkat SD sampai dengan SMA/SMK telah berjalan 
dengan baik sesuai dengan kouta yang telah diberikan oleh Kementerian 
Pendidikan Nasional, kami memenuhi jadwal yang ditetapkan oleh LPTK 
dalam pengumpulan berkas. Namun jumlah peserta yang lulus sertifikasi 
pada tahun 2006, 2009, dan 2010 belum sesuai dengan apa yang 
diharapkan." (Wawancara tanggal28 Junii 2013) 

Disini berarti bahwa walaupun guru sudah memenuhi persyaratan untuk 

bisa lulus sertifikasi, tapi karena terbentur dengan jumlah kouta yang diberikan 

oleh pusat, terpaksa tidak bisa lulus sertifikasi. 

e). Kondisi sosial, ekonomi dan politik 

Guru dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sumbawa dijadikan 

panutan oleh masyarakat. Segala prilaku selalu menjadi contoh dalam bertindak 

dan mempunyai status sosial tersendiri dalam masyarakat. Selain itu kegiatan di 
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rnasyarakat dalam penilaian portofolio juga dapat dijadikan sebagai nilai tambah 

nilai akaderniknya. Hal ini rnemiliki irnplikasi bahwa apabila nanti seorang guru 

yang sudah lulus sertifikasi rnaka guru tersebut sudah diakui profesionalitasnya 

perannya di rnasyarakat juga akan sernakin baik. Sambutan dari masyarakat 

terhadap program sertifikasi guru juga baik. Hal ini dibenarkan oleh para guru 

peserta sertifikasi, 

"Kalau ada guru yang sudah bersertifikasi selalu diberikan penghormatan 
khusus oleh rnasyarakat berupa ucapan selamat." (wawancara 28 Juni 
2013) 

Sementara itu, tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok yang diterima 

para guru yang lulus sertifikasi juga akan rnernbawa dampak kecernburuan sosial. 

Kecernburuan ini bukan saja dialami oleh pegawai non guru namun juga sesama 

guru yang belum rnendapat kesernpatan mengikuti sertifikasi. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh beberapa guru yang telah lulus sertifikasi, 

"Sikap ternan kadang lain atau sinis. Tapi sernua juga rnemacu sernangat 
yang belum bersertifikasi, sehingga terpacu untuk kuliah untuk rnemenuhi 
syarat sertifikasi". (wawancara 28 Juni 2013) 

Guru yang lain juga rnengungkapkan, 

"Tidak hanya non guru, sesama guru juga terdapat kecernburuan hila ada 
guru yang belum bersertifikasi." (wawancara 6 Agustus 2013) 

Namun para guru yang telah lulus sertifikasi ini juga rnampu rnenanggapi 

dengan positif dengan cara rneningkatkan kualitas dan profesionalisme rnereka, 

"Kalau ada seloroh dari ternan-ternan kan bisa kita tanggapi dengan 
positif. Dengan rnernberikan dorongan ke ternan-ternan agar ikut kuliah." 
(wawancara 28 Juni 2013) 

Selanjutnya lebih jauh pengaruh sosial dan politik terhadap sertifikasi guru 

dalam jabatan terlihat dari dukungan DPR Kabupaten Sumbawa, kondisi tersebut 
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dapat dilihat dari hasil wawancara dengan seorang pejabat di Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten Sumbawa, mengemukakan sebagai berikut : 

"pada saat kami dipanggil ke Jakarta untuk mengikuti rapat, seorang 
anggota DPR mengatakan bahwa: guru jangan terlalu dipersulit dengan 
berbagai persyaratan yang ada untuk mengikuti sertiftkasi guru, beri 
keringanan dan segera cairkan tunjangan profesinya agar para guru dapat 
meningkatkan kesejahteraannya. Bertolak dari anggapan tersebut kami di 
Dinas Kabupaten Sumbawa memberi sedikit keringanan pada guru dengan 
cara tidak mempersoalkan apakah para guru bersangkutan membuat karya 
ilmiah dan persyaratan-persyaratan lain seperti yang ada pada dokumen 
portofolio."(wawancara tanggal28 Juni 2013) 

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi suatu teloransi 

pada tingat kualitas dan profesionalitas guru seperti yang ditentukan atau menjadi 

tujuan dari program sertifikasi guru itu sendiri yaitu dengan adanya kualitas, 

profesionalisme. Berikut kutipan hasil wawacara dengan kepala Bidang PMPTK 

pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, antara lain: 

"Sertifikasi guru sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu dan 
kesejahteraan guru, meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen 
pembelajaran serta diharapkan berdampak peningkatan mutu pembelajaran 
dan mutu pendidikan secara berkelanjutan, agaknya masih membutuhkan 
suatu proses yang panjang. Hal ini masih ditemukan dilapangan, bahwa 
banyak guru peserta sertiftkasi dalam penyusunan portofolionya terlihat 
adanya indikasi manipulasi data, misalnya sertifikat/piagam dan masih 
ditemukan kemampuanlkompetensi guru khususnya kompetensi 
pedagogik dan kompetensi professional dibawah performance yang 
diinginkan.(wawancara tanggal28 Juni 2013). 

Berdasarkan uraian diatas sertifikasi guru berdampak sangat besar 

terhadap tingkat kemampuan dan motivasi guru dalam mengembangkan kualitas 

serta tidak jarang sertifikasi guru ini menimbulkan pengaruh negatif terhadap 

profesionalisme guru. 

f). Kecenderungan Implementor 

Suatu kebijakan akan berhasil secara efektif dan efisien jika para 

pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan 
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mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka 

juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

Sikap para pelaksana sertifik:asi guru SO, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten 

Sumbawa ini sangat baik dan mendukung sebagaimana diungkapkan oleh Kepala 

Seksi PMPTK SMA/SMK, Drs. M. Taufik:, M.Si 

"Kinerja staf pelaksana sertiflkasi baik PNS dan tenaga kontrak pada 
umumnya baik. Meski tanpa mendapat insentif mereka kerja sampai 
lembur untuk mengurusi berkas portofolio para guru. Oalam menghadapi 
segala persoalan dalam pemberkasan, mereka juga saya nilai sabar 
meskipun capek luar biasa." (Wawancara 28 Juni 2013) 

Mereka sanggup kerja lembur untuk mengadministrasikan dokumen 

portofolio yang disusun guru beserta kelengkapan lainnya. Pekerjaan mereka yang 

lain adalah membuat rekapitulasi peserta sertiflkasi untuk selanjutnya 

menyerahkan dokumen portofolio dan rekapitulasi tersebut kepada Rayon LPTK 

penyelenggara sertiflkasi. Selain itu mereka juga harus menyerahkan rekapitulasi 

tersebut kepada dinas pendidikan provinsi untuk direkap menjadi peserta 

sertiflkasi tingkat provinsi. Oalam menghadapi segala persoalan dalam 

pemberkasan maupun keluhan dari para guru tentang kekurang jelasan informasi 

sertiflkasi guru SO, mereka tetap bersikap sabar. 

Hal ini diakui oleh salah seorang guru yang telah tersertiflkasi, 

"mereka pada umumnya baik, kalaupun terlontar kata-kata yang tidak enak 
didengar, itu hal yang wajar karena banyaknya berkas yang harus diperiksa 
dan belum lagi para guru yang tidak sabar untuk segera dilayani, kami 
tidak menjumpai adanya keluhan dari rekan-rekan guru .. " (wawancara 28 
Juni 2013) 

Kepatuhan para pelaksana diwujudkan dalam bentuk komitmen yang baik 

untuk menyelesaikan tugasnya bahkan sering bekerja sampai malam. Komitmen 
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yang baik dari para pelaksana ini dia.kui oleh salah satu guru yang belum lulus 

sertiflkasi, 

"kami mendapat penjelasan yang jelas, karena kami tidak dapat lulus 
melalui jalur portofolio, maka kami dianjurkan melalui jalur PLPG dan 
kami difasilitasi mengunakanjalur tersebut." (wawacara 28 Juni 2013) 

Guru lainnya menambahkan, 

"Data kami sering kali salah dalam pengtstannya, staf diknas sangat 
membantu dan bahkan memeriksa satu persatu sehingga semuanya 
diperiksa sampai telah dianggap benar. Kalau tidak diperiksa nanti berkas 
kami akan kembali katanya." (Wawancara 28 Juni 2013) 

Terkait banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan para pelaksana maka 

perlu adanya pemberian insentif. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah 

tentang sertiflkasi guru ini jam kerja mereka menjadi bertambah di atas rata-rata. 

Pihak pelaksana sudah berusaha mengajukan usulan uang lembur namun menemui 

kesulitan dalam pengadministrasiannya. Yang menarik adalah pengakuan para 

guru SD, SMP dan SMA/SMK yang telah mengikuti sertiftkasi. Mereka mengakui 

bahwa meskipun bekerja tanpa insentif, para pelaksana tidak melakukan 

pemungutan tidak resmi kepada para guru. Hal ini ditegaskan dari pernyataan 

salah seorang guru yang telah mengikuti sertiflkasi, 

"saya tidak pemah memberikan uang jasa atau tanda rasa terima kasih 
kepada staf diknas. Mereka sering menyatakan bahwa kami telah diberikan 
mandate untuk membantu bapak/ibu sekalian." (wawancara 28 Juni 2013) 

Hal senada juga disampaikan oleh Kabid PMPTK yang saat itu di pimpin 

oleh Drs. Syahril yang saat ini menjabat selaku Sekretaris Dinas Pendidikan 

Nasional, 

"Kami sangat mengingatkan kepada kepala seksi maupun staf untuk tidak 
melakukan kegiatan yang tidak baik, kita ini petugas yang diberikan 
amanah untuk membantu para guru dalam program serftkasi ini. Saya 
tidak mendapat laporan baik dari kalangan guru maupun masyarakat yang 
mengadukan adanya praktek suap atau sejenisnya Kasarnya minta uang 

16/41724.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



95 

jasa untuk pengurusan sertifikasi, hal ini berlangsung sampai sekarang." 
(Wawancara 28 Juni 2013) 

Dari pemyataan diatas dapat dikatakan bahwa tidak ada istilah balas jasa 

yang dilakukan oleh staf di Dinas Pendidikan Nasional yang telah memberikan 

pelayanan kepada guru dalam pengurusan sertifikasi. 

g. Pembahasan Hasil Penelitian 

Kebijakan sertifikasi guru adalah suatu pilihan tindakan pemerintah dalam 

rangka memberdayakan profesi guru dan peningkatan kualitas pendidikan di 

Indonesia melalui uji kualitas akademik dan kompetensi pendidik dalam rangka 

pemberian penghargaan kepada guru. Penghargaan tersebut bersifat materi berupa 

pemberian tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok. Kebijakan tersebut 

selanjutnya harus diimplementasikan karena implementasi kebijakan merupakan 

faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa 

diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. 

Disamping itu, hal lain yang penting juga dalam implementasi kebijakan adalah 

tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh Pemerintah dengan 

sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu. Begitu 

juga dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru yang merupakan pelaksanaan 

kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan. Implementasi kebijakan ini 

melibatkan berbagai institusi pemerintah yaitu Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, 

LPTK, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota. 

Kebijakan sertifikasi guru telah direkomendasikan untuk dipilih oleh 

policy maker bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam 
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implementasinya. Keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru di 

Kabupaten Sumbawa ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor 

tersebut saling berhubungan satu sama lain. lmplementasi kebijakan sertiftkasi 

guru di Kabupaten Sumbawa secara umum berjalan baik. 

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan Kebijakan 

Pelaksanaan sertiftkasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 

Tahun 2007 bahwa sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio, 

maka untuk dapat meningkatkan kelulusan uji sertifikasi guru dibutuhkan 

kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait. Mulai perlahan-lahan, 

penggunaan portofolio harus disosialisasikan secara cermat, baik mengenai 

pembuatan isi, bentuk dan penggunaannya.. Dalam hal portofolio digunakan 

sebagai alat untuk mensertifikasi guru di Indonesia, juga membutuhkan persiapan, 

sosialisasi terutama kepada guru yang hendak disertifikasi tersebut. Perlu dibuat 

rambu-rambu yang jelas tentang isi, bentuk dan penilaian yang dilakukan terhadap 

portofolio tersebut. Model penilaian portofolio perlu dibuat dan diberikan kepada 

guru sebelum guru tersebut diminta membuat portofolio mereka telah melihat, 

mempelajari model portofolio yang ideal sebagai model. 

Hal lain adalah perlunya ditingkatkan kendali kepala sekolah di Kabupaten 

Sumbawa terhadap penyelesaian dokumen portofolio, perlunya ditingkatkan 

keterbukaan dan keadilan dalam penentuan rangking calon peserta, serta perlunya 

ditingkatkan efektivitas sosialisasi dan koordinasi dinas dengan sekolah dan guru 

tentang pengumpulan portofolio. Dengan demikian, keterlibatan guru yang 

bersangkutan, kepala sekolah, dan dinas kabupatenlkota atau provinsi, serta asesor 
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secara total sangatlah berarti bagi kelancaran dan kualitas pelaksanaan sertift.kasi 

guru di Kabupaten Sumbawa 

Dengan berbagai perbaikan yang dapat dilakukan, diharapkan ke depan 

proses sertiftkasi guru dapat berlangsung lebih baik sehingga efektivitas dan 

eftsiensi pelaksanaan sertift.kasi guru dapat meningkat secara berarti. Dengan 

demikian, dapat diharapkan bahwa setiap guru yang bersertiftkat pendidik mampu 

menunjukkan kinerjanya yang lebih profesional, bertanggung jawab, dan 

produktif. Jika ini bisa dipenuhi, pada akhimya dapat berdampak terhadap 

peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. 

b. Sumber-sumber pendukung pelaksanaan kebijakan 

Van Meter dan Hom dalam Subarsono (2005: 100) menjelaskan bahwa 

implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia 

(human resources) maupun sumberdaya non-manusia ( non-human resources). 

Faktor sumber daya sebagai salah satu penentu keberhasilan implementasi 

kebijakan sertiftkasi guru di Kabupaten Sumbawa. Faktor ini meliputi staf, 

informasi, wewenang dan fasilitas. Kurang terpenuhinya sumber-sumber ini 

berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan 

tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan. 

Komponen yang pertama adalah staf. Menurut pendapat Edwards dalam 

Budi Winamo (2002: 132), staf merupakan sumber yang paling penting dalam 

melaksanakan kebijakan. Namun, jumlah tidak selalu mempunyai efek positifbagi 

implementasi kebijakan. Sejalan dengan hal itu, meskipun dari segi jumlah 

pelaksana sertiftkasi guru di Kabupaten Sumbawa tidak terlalu banyak namun 
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dengan bekal kemampuan yang dimiliki maka mereka mampu menyelesaikan 

pekerjaan tersebut. 

Hal lain yang harus ada dalam sumber daya adalah kewenangan untuk 

menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah 

sesuai dengan yang mereka kehendaki. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru di 

Kabupaten Sumbawa, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa mampu 

menjalankan wewenang secara efektif. 

Dalam Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru 

dalam Jabatan disebutkan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan 

melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio alias penilaian 

kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru, dengan mencakup 10 

(sepuluh) komponen yaitu : (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan 

pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) 

karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) 

pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan (10) penghargaan 

yang relevan dengan bidang pendidikan. Jika kesepuluh komponen tersebut telah 

dapat terpenuhi secara obyektif dengan mencapai skor minimal 850 atau 57% dari 

perkiraan skor maksimum (1500), maka yang bersangkutan bisa dipastikan untuk 

berhak menyandang predikat sebagai guru profesional, beserta sejumlah hak dan 

fasilitas yang melekat denganjabatannya. Namun, untuk memenuhi batas minimal 

57 % saja temyata tidak semudah yang dibayangkan, sejumlah permasalahan 

masih banyak ditemui. Permasalahan tidak hanya dirasakan oleh para guru yang 

bel urn memiliki kualifikasi D4/S 1 saja, yang jelas-jelas tidak bisa diikutsertakan, 
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tetapi bagi para guru yang sudah berkualifikasi 04/S 1 pun tetap akan menjumpai 

sejumlah persoalan, terutama kesulitan guna memenuhi empat komponen lainnya, 

yaitu komponen : ( 1) pendidikan dan pelatihan, (2) keikutsertaan dalam forum 

ilmiah, (3) prestasi akademik, dan (4) karya pengembangan profesi. Saat ini, 

keempat komponen tersebut belum sepenuhnya dapat diakses dan dikuasai oleh 

setiap guru, khususnya bagi guru-guru yang berada jauh dari pusat kota. 

Frekuensi kegiatan pelatihan dan pendidikan, forum ilmiah, dan momen-momen 

lomba akademik relatif masih terbatas. Begitu juga budaya menulis, budaya 

meneliti dan berinovasi belum sepenuhnya berkembang di kalangan guru di 

Kabupaten Sumbawa. Semua ini tentu akan menyebabkan kesulitan tersendiri 

bagi para guru tersebut untuk meraih poin dari komponen-komponen tersebut. Di 

sinilah dituntut kreativitas dan inovasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 

Sumbawa untuk ikut berperanan aktif menyediakan sarana bagi guru untuk 

menunjukkan kemampuan ilmiahnya karena faktor karya dan kegiatan ilmiah 

merupakan titik rawan bagi guru dalam mengumpulkan nilai untuk bisa lolos 

sertifikasi. 

Selain itu syarat sertifikasi dianggap memberatkan para guru, karena para 

guru dituntut pula melengkapi syarat-syarat administratif sebagai dasar perolehan 

poin untuk lulus ujian sertifikasi. Seperti poin dalam uji kompetensi sosial, yakni 

para guru harus mendapat pengakuan lingkungan domisili sebagai anggota 

masyarakat yang aktif dalam kegiatan lingkungan RT/kelurahan!PKK, dan lain­

lain. Persoalan lain yang dihadapi antara lain adalah kondisi fisik para guru, 

keluarga, keuangan, dan terganggunya proses pendidikan di sekolah tempat guru 

yang bersangkutan mengajar. 
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Mengingat dalam proses sertifikasi guru masih banyak ditemui berbagai 

hambatan maka seyogyanya Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan jajarannya 

sesegera mungkin merespon dan mengantisipasi dengan memberikan fasilitas dan 

pelayanan yang baik kepada semua guru yang akan menghadapi uji sertifikasi 

guru. 

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana 

Faktor pertama yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi 

guru di Kabupaten Sumbawa adalah Komunikasi dan koordinasi antar lembaga 

pelaksana meliputi transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Informasi tentang 

pelaksanaan sertifikasi guru seperti yang dalam buku pedoman pelaksanaan 

sertifikasi harus diteruskan kepada personil. Tentu saja komunikasi harus akurat 

dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Keakuratan informasi 

ini menjadi hal yang mutlak dikuasai oleh personil pelaksana karena mereka harus 

menyampaikan kembali kepada sasaran kebijakan sertifikasi ini yaitu para guru di 

Kabupaten Sumbawa. Para pelaksana mampu menyampaikan informasi yang 

berisi materi antara lain: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan 

tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga -lembaga terkait 

(dinas pendidikan provinsi, kabupatenlkota, LPTK penyelenggara, LPMP), (4) 

syarat mengikuti seriftkasi, (5) prosedur penyusunan portofolio dan penjelasan 

tentang rubric portofolio, dan (6) jadwal penyerahan dokumen portofolio. 

Selanjutnya, konsistensi dalam komunikasi sertifikasi guru juga baik. 

Dengan memakai acuan buku pedoman maka para pelaksana mampu menjaga 

kekonsitenan informasi dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Kejelasan 

merupakan aspek yang menjadi permasalahan dalam komunikasi informasi 
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kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa. Permasalahan ini antara lain 

mengenai persyaratan masa kerja guru, format portofolio dan format Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini disebabkan sebagian besar pelaksana 

adalah staf struktural dinas pendidikan memiliki keterbatasan pengetahuan tentang 

konsep porto folio dan teknis penyusunannya. 

Mengenai persyaratan masa kerja, masa kerja merupakan salah satu 

kriteria dalam penentuan guru calon peserta sertifikasi dalam jabatan. Kriteria 

penentuan guru eaton peserta sertifikasi dalam jabatan setelah memenuhi 

persyaratan S1/D4 adalah: (1) masa kerja/pengalaman mengajar, (2) usia, (3) 

pangkat/golongan (bagi PNS), ( 4) beban mengajar, (5) jabatan/tugas tambahan, 

dan (6) prestasi kerja. 

Terkait penyusunan portofolio yang merupakan dokumen atau bukti fisik 

yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama 

menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu, maka guru 

sendiri harus meningkatkan wawasan dan pemahamannya terhadap penyelesaian 

portofolionya sehingga isi dokumennya dapat dijamin kevalidannya. Dokumen ini 

terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang 

bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. Keefektifan 

pelaksanaan peran sebagai agen pembelajaran tergantung pada tingkat kompetensi 

guru yang bersangkutan, yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi 

pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Fungsi portofolio 

dalam sertiflkasi guru dalam jabatan adalah untuk menilai kompetensi guru 

sebagai agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui 

dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, 
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perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan 

kompetensi social dinilai antara lain melalui dokumen penilaian dari atasan dan 

pengawas. Kompetensi professional dinilai antara lain melalui dokumen 

kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, prestasi akademik, dan karya 

pengembangan profesi. 

Penilaian portofolio guru adalah penilaian terhadap kumpulan dokumen 

yang mencerminkan rekam jejak prestasi guru dalam menjalankan tugasnya 

sebagai agen pembejalaran, sebagai dasar untuk menentukan tingkat 

profesionalitas guru yang bersangkutan. 

d. Karaksteristik Badan Pelaksana 

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten 

Sumbawa meliputi efektifitas struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi, 

dan standar keberhasilan. SOP yang digunakan mengacu pada buku pedoman 

yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional yaitu Buku 2 Pedoman 

Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio. Efektifitas struktur 

organisasi pelaksana sertifikasi Kabupaten Sumbawa termasuk baik. 

Edwards menjelaskan salah satu aspek-aspek struktural paling mendasar 

dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (Standart 

Operating Procedures/SOP). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat 

memanfaatkan waktu yang tersedia 

Struktur organisasi yang sederhana menyebabkan aktivitas implementasi 

menjadi fleksibel. Efektifitas ini ditandai dengan adanya hubungan hierarkhi dan 

pembagian tanggung jawab yang tegas di antara personel. Untuk menjamin 

16/41724.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



103 

pelaksanaan pekerjaan maka dilakukan pembagian kerja dan dibarengi dengan 

pengawasan yang efektif. Pembagian kerja ini mengacu pada tugas yang harus 

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sesuai Buku 

2. Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio. 

Terkait standar keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru di 

Kabupaten Sumbawa adalah pemenuhan kuota. Penetapan kuota peserta 

sertiflkasi antara guru PNS dan guru non-PNS atau swasta juga harus dilakukan 

secara proporsional, sesuai dengan perimbangan jumlah guru yang ada di 

Kabupaten Sumbawa. Penetapan secara proporsional sejak dari awal akan 

memperlancar proses pengumpulan berkas sehingga tidak ada pengisian 

kekurangan kuota. Pengisian kekurangan kuota terkadang dilakukan secara 

mendadak sehingga banyak guru yang tidak siap. 

e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik 

Menurut Van Meter dan Hom, lingkungan sosial ekonomi mencakup 

sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan 

implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan 

memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan 

yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di 

lingkungan (Subarsono, 2005: 101). Dalam PP RI No. 19/2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Pasal 28 dijelaskan bahwa pendidik adalah agen 

pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi 

pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. 

Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai 

kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk 
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perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang 

guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Dalam hal kompetensi sosial 

maka pendidik hams memiliki kemampuan sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

Kompetensi sosial yang hams dimiliki guru profesional dalam Standar 

Nasional Pendidikan tersebut sejalan dengan status sosial kebanyakan guru di 

Kabupaten Sumbawa. Status sosial kebanyakan guru di Kabupaten Sumbawa 

setara dengan tokoh-tokoh formal dan informal yang berada di desa. Para guru 

tersebut merupakan kelompok intelektual pada masyarakat desa. Mereka banyak 

terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Kondisi sosial di masyarakat yang 

menempatkan guru sebagai panutan tersebut mendukung pelaksanaan sertifikasi 

guru di Kabupaten Sumbawa. 

Sejalan dengan dinamika masyarakat, tuntutan terkait perbaikan 

pelaksanaan sertifikasi yang ada tentu tidak dapat dihindari begitu saja. Sehebat 

apa pun upaya yang terus dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan sertifikasi guru 

tetap saja potensial akan terus menyisakan masalah sehingga diperlukan pikiran 

kreatif untuk terus mencari solusi yang lebih kontekstual. Yang jelas, hakikat dari 

sertifikat guru adalah bagaimana guru mengubah perilaku dari budaya rutinitas 

menjadi budaya akademis, sadar atas profesinya, melakukan kegiatan untuk 

meningkatkan kompetensi sebagai guru, kreatif dan inovatif. Pada akhirnya 

diharapkan akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan sehingga peserta didik 

yang dihasilkan mampu kompetitif, tidak saja di tingkat lokal tapi juga di tingkat 

global. 
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f. Kecendrungan Implementor 

Kecenderungan pelaksana merupakan faktor ketiga dalam implementasi 

kebijakan yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan 

yang efektif. Menurut Edwards dalam Budi Winamo (2002: 143), terkait 

kecendrungan implementor, ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif, 

namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung 

dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan 

pribadi atau organisasi dari para pelaksana. 

Dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa, 

kecenderungan implementor ini meliputi sikap pelaksana, tingkat kepatuhan 

pelaksana dan pemberian insentif. Secara umum kecenderungan implementor 

adalah baik sehingga mereka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti 

yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Para pelaksana kebijakan sertiftkasi ini 

memiliki sikap atau perspektif yang mendukung kebijakan sehingga proses 

implementasi kebijakan berjalan efektif. Kecenderungan atau karakteristik yang 

dimiliki oleh para pelaksana ini terwujud seperti komitmen dan kejujurannya. 

Meskipun dalam pelaksanaan tugas, mereka tidak mendapatkan insentif khusus 

namun tidak ditemui adanya penarikan pungutan tidak resmi kepada para guru 

peserta sertifikasi. Hal ini berbeda dari beberapa kasus yang terjadi di daerah. 

Beberapa sumber menyebutkan sertiftkasi guru di beberapa daerah rawan 

penyelewengan mulai dari proses seleksi dokumen hingga proses cairnya dana 

kesejahteraan para guru yang telah lulus sertiftkasi. Hal ini bisa terjadi karena 

penentuan guru yang berhak mengikuti program sertifikasi dilakukan oleh tingkat 
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daerah yaitu dinas pendidikan kabupatenlkota dan penentuan tersebut ternyata 

subjektif. 

Terkait banyaknya pekerjaan yang hams diselesaikan para pelaksana 

sertiftkasi guru di Kabupaten Sumbawa maka perlu adanya pemberian insentif 

karena jam kerja mereka menjadi bertambah di atas rata-rata. Dalam penentuan 

peserta sertiftkasi guru di Kabupaten Sumbawa, selain menggunakan acuan buku 

pedoman yaitu Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta, pihak Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten Sumbawa juga memiliki kecenderungan tertentu. 

Kecenderungan tersebut antara lain memprioritaskan guru yang mempunyai masa 

kerja lebih lama. Dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta, masa kerja minimal 

adalah 5 tahun namun dinas memprioritaskan masa kerja diatas 10 tahun. 

Pertimbangan yang digunakan oleh dinas untuk memutuskan ini adalah bahwa 

guru dengan masa kerja yang lebih lama akan lebih berpengalaman dalam 

melakukan pembelajaran dibanding dengan guru yang masih relatif baru. Oleh 

karena itu, pengalaman kerja guru perlu mendapat penghargaan sebagai salah satu 

komponen yang diperhitungkan dalam sertiftkasi guru. 

Langkah lain yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten Sumbawa sebagai wujud komitmen yang baik dalam mendukung 

kebijakan sertiftkasi ini adalah melibatkan para kepala sekolah di Kabupaten 

Sumbawa. Tanpa mengesampingkan tujuan sertiftkasi dan kriteria penetapan 

peserta sertiftkasi, para kepala sekolah diminta memberikan kesempatan pada 

semua guru untuk mengisi berkas sertifikasi dan kemudian menilai isian berkas 

tersebut. Dengan cara seperti itu maka tingkat kelulusan peserta uji sertifikasi 

guru dari Kabupaten Sumbawa akan meningkat. 
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Berdasarkan maksud dan tujuan serta permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kabupaten Sumbawa dipengaruhi 

oleh 6 (enam) indikator: 

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan meliputi: kualifikasi 

pendidikan minimal Sl/D4, masa kerja, jumlah jam mengajar dalam satu 

minggu minimal 24 jam, kompetensi pedagogik, kompetensi professional, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. 

b. Sumber-sumber pendukung pelaksana kebijakan meliputi: sumber daya 

manusia , dana/pembiayaan dan sarana/prasarana. 

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana meliputi: komunikasi 

antara pimpinan dengan staf, komunikasi dengan instansi vertikall 

horizontal, komunikasi dengan guru yang akan mengikuti sertifikasi. 

d. Karakteristik badan pelaksana meliputi : struktur birokrasi, pembagian 

kerja, tingkat pengawasan yang hirarki, standar operasional prosedur. 

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik meliputi : dukungan dari individu, 

dukungan dari organisasi dan dukungan dari partai politik. 

f. Kecendrungan pelaksana (Implementor) meliputi : sikap dan prilaku yang 

sopan, santun, ramah terhadap peserta sertifJ.kasi. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru 

dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa antara lain : 

a) Dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap peningkatan kualitas 

guru masih rendah,hal ini dapat dilihat dari jumlah pengalokasian 

anggaran pada peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 

melalui bidang PMPTK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa, 

b) Kesiapan implementor, merupakan salah satu factor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten 

Sumbawa, jumlah staf yang ada bel urn sebanding dengan tingginya be ban 

kerja yang harus diselesaikan; 

c) Sosialisasi program, dari basil wawancara terkemukakan bahwa 

penyampaian informasi yang dilakukan masih dirasakan kurang, dan 

banyak diatara guru yang tidak mengertiltidak mendapatkan informasi, 

namun dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan sangat 

dipengaruhi oleh adanya dukungan yang kuat dari koordinasi antar 

lembaga. UPTD sangat membantu para guru dalam memenuhi 

persyaratan sertifikasi baik melalui jalur Fortofolio dan PLPG, 

d) Sumber Daya Manusia (guru), pelaksanaan sertifikasi dalam jabatan juga 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan para guru dimana sesuai data jumlah 

guru yang belum memenuhi syarat pendidikan berjumlah 2.430 atau 

61 ,41 % (persen) dari keseluruhan guru Kabupaten Sumbawa 

e) Masa kerja guru, pada saat dimulai program sertifikasi guru juga menjadi 

factor yang mempengaruhi sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa. 

B. SARAN 
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1. Perlunya dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk 

peningkatan kualitas guru, karena berdasarkan data guru menurut jenis dan 

tingkat pendidikan dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, 

dari 3.957 orang guru, baru 1.527 orang (38.59 %) yang sudah sarjana, 

sisanya masih 2.430 ( 61,41 %) orang guru yang belum memenuhi 

kualifikasi pendidikan . 

2. Kesiapan implementor perlu dievaluasi kembali terkait tingginya beban 

kerja yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga yang ada. 

3. Sosialisasi program perlu ditingkatkan lagi, sehingga akses informasi dan 

aksessibilitasi guru dapat terpenuhi. 

4. Sumber Daya Manusia (guru) perlu ditingkatkan kualifikasi pendidikan 

melalui program tugas belajar dan ijin belajar. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

I. Lembaga Pembuat/ Pelaksana Kebijakan: 

A. Identitas 

Nama 

Umur 

Jabatan 

Alamat 

B. Daftar Pertanyaan: 

a. Ukuran - ukoran dasar dan tujoan -tujoan kebijakan 

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah 

terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas. 

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam 

menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ? 

b. Somber -somber pendokong pelaksanaan kebijakan 

1. Bagaimana pendapat bapaklibu terhadap ketersediaan sumber 

daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana 

prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru? 

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan 

sertifikasi bagi guru? 

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung 

implementasi kebijakan sertifikasi guru? 

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi 

kebijakansertifikasiguru? 
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5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru 

dengan adanya kebijakan sertifikasi guru? 

6. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan 

sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab 

permasalahan tersebut? 

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan I 

implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten 

Sumbawa? 

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru selama ini? 

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai 

pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat 

program sertifikasi guru? 

4. Apa bentuk komunikasi yang dilakukan dalam implementasi 

sertifikasi guru sampai kepada sasaran (guru) ? 

5. Berapa kali sosialisasi teknis dilakukan sampru dengan 

terdatanya dan terlaksananya sertifikasi guru? 

6. Apakah ada guru yang meminta klarifikasi tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan sertifikasi profesinya? 

7. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam 

program tersebut? 
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d. Karakteristik badan pelaksana 

1. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah 

berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal? 

2. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam 

pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik? 

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain 

baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap 

sertifikasi guru? 

2. Bagaimana bentuk dukungan fmansiasl dari lembaga pelaksana 

terhadap sasaran kebijakan (guru)? 

3. Bagaimana dorninasi keputusan politik terhadap kebijakan 

sertifikasi guru? 

f. Kecendrungan implementor 

1. Apakah ada penyimpangan -penytmpangan yang dilakukan 

oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang 

telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru? 

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi 

sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan 

cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu? 
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II. Guru sebagai sasaran langsung (output) dari kebijakan 

Guru yang sudah menerima sertifikat pendidik 

a. ldentitas 

Nama 

Umur 

Jabatan 

Pendidikan 

Masa kerja 

Alamat 

b. Daftar pertanyaan: 

a. Ukoran - ukoran dasar dan tujoan -tojoan kebijakan 

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan serti:fikasi guru 

telah terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas. 

2. Apakah para implementor/ pelaksana serti:fikasi guru dalam 

menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar? 

b. Somber -somber pendokong pelaksanaan kebijakan 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan 

sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun 

fasilitas sarana prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi 

guru? 

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program 

kebijakan sertifikasi bagi guru? 

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung 

implementasi kebijakan serti:fikasi guru? 
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4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi 

kebijakan sertifikasi guru? 

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru 

dengan adanya kebijakan sertiftkasi guru? 

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu hila guru mengajar tidak 

sesuai dengan latar belakang pendidikannya? 

7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi 

dari profesionalitas bapak/ibu? 

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapaklibu? 

9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan 

sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam 

menjawab permasalahan tersebut? 

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan I 

implementasi kebijakan sertiftkasi guru di Kabupaten 

Sumbawa? 

2. Bagaimana proses komunikasi antara pnnpman dan 

pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini? 

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai 

pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan 

manfaat program sertifikasi guru? 

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam 

program tersebut? 

5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi? 
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6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen 

calon penerima sertifikat pendidik. 

7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan 

pelaksanaan sertifikasi. 

d. Karakteristik badan pelaksana 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru selama ini? 

2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan kebijakan? 

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana 

dalam memberikan pelayanan dalam memperoleh 

sertifikasi? 

4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah 

berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal? 

5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam 

pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik? 

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain 

baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap 

sertifikasi guru? 

2. Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari lembaga 

pelaksana terhadap sasaran kebijakan (guru)? 
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3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan 

sertifikasi guru? 

f. Kecendrungan implementor 

1. Apakah ada penyimpangan -penyimpangan yang dilakukan 

oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan 

yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sertiftkasi guru? 

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi 

sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan 

cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu? 

Guru yang belum menerima sertifikat pendidik. 

A. Identitas 

Nama 

Umur 

Jabatan 

Pendidikan 

Masa kerja 

Alamat 

B. Daftar pertanyaan: 

a. Ukuran - ukuran dasar dan tujuan -tujuan kebijakan 

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah 

terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas. 

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam 

menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ? 

b. Sumber -sumber pendukung pelaksanaan kebijakan 
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1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber 

daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana 

prasarana pelaksanaan kebijakan sertiflkasi guru? 

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan 

sertifikasi bagi guru? 

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung 

implementasi kebijakan sertifikasi guru? 

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi 

kebijakansertiflkasiguru? 

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru 

dengan adanya kebijakan sertifikasi guru? 

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu hila guru mengajar tidak sesuai 

dengan latar belakang pendidikannya? 

7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi dari 

profesionalitas bapak/ibu? 

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu? 

9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan 

sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab 

permasalahan tersebut? 

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan I 

implementasi kebijakan sertiflkasi guru di Kabupaten 

Sumbawa? 
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2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru selama ini? 

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai 

pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat 

program sertifikasi guru? 

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam 

program tersebut? 

5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertiflkasi? 

6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen 

calon penerima sertifikat pendidik. 

7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan 

pelaksanaan sertifikasi. 

d. Karakteristik badan pelaksana 

1. Bagaimana pendapat bapaklibu tentang sikap para pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru selama ini? 

2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana kebijakan 

sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan kebijakan? 

3. Bagaimana pendapat bapaklibu terhadap para pelaksana dalam 

memberikan pelayanan dalam memperoleh sertifikasi? 

4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah 

berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal? 

5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam 

pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik? 
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e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik 

eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi 

guru? 

2. Bagaimana bentuk dukungan fmansiasl dari lembaga pelaksana 

terhadap sasaran kebijakan (guru)? 

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan 

sertifikasi guru? 

f. Kecendrungan implementor 

1. Apakah ada penyimpangan -penyimpangan yang dilakukan oleh 

implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah 

ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru? 

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi 

sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara 

memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu? 
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PEDOMANWAWANCARA 

I. Lembaga Pembuat/ Pelaksana Kebijakan : 

A. Identitas 

Nama 

Umur 

Jabatan 

Alamat 

B. Daftar Pertanyaan: 

a. Ukoran- okoran dasar dan tujoan -tujoan kebijakan 

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah 

terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas. 

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam 

menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ? 

b. Somber -somber pendokong pelaksanaan kebijakan 

1. Bagaimana pendapat bapaklibu terhadap ketersediaan sumber 

daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana 

prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru? 

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan 

sertiftkasi bagi guru? 

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung 

implementasi kebijakan sertifikasi guru? 

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi 

kebijakan sertifikasi guru? 
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5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru 

dengan adanya kebijakan sertiflkasi guru? 

6. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan 

sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab 

permasalahan tersebut? 

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan I 

implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten 

Sumbawa? 

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru selama ini? 

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai 

pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat 

program sertifikasi guru? 

4. Apa bentuk komunikasi yang dilakukan dalam implementasi 

sertifikasi guru sampai kepada sasaran (guru) ? 

5. Berapa kali sosialisasi teknis dilakukan sampai dengan 

terdatanya dan terlaksananya sertiflkasi guru? 

6. Apakah ada guru yang merninta klarifikasi tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan sertiflkasi profesinya? 

7. Bagaimana koordinasi an tar lembaga yang kompeten dalam 

program tersebut? 
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d. Karakteristik badan pelaksana 

1. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah 

berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal? 

2. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam 

pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik? 

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain 

baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap 

sertifikasi guru? 

2. Bagaimana bentuk dukungan fmansiasl dari lembaga pelaksana 

terhadap sasaran kebijakan (guru)? 

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan 

sertifikasi guru? 

f. Kecendrungan implementor 

1. Apakah ada penyimpangan -penyimpangan yang dilakukan 

oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang 

telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru? 

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi 

sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan 

cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu? 
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II. Guru sebagai sasaran langsung (output) dari kebijakan 

Guru yang sudah menerima sertifikat pendidik 

a. Identitas 

Nama 

Umur 

Jabatan 

Pendidikan 

Masa kerja 

Alamat 

b. Daftar pertanyaan: 

a. Ukoran - okoran dasar dan tujoan -tujoan kebijakan 

4 

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru 

telah terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas. 

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam 

menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ? 

b. Somber -somber pendokong pelaksanaan kebijakan 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan 

sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun 

fasilitas sarana prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi 

guru? 

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program 

kebijakansertifikasibagiguru? 

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung 

implementasi kebijakan sertifikasi guru? 
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4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi 

kebijakansertiflkasiguru? 

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru 

dengan adanya kebijakan sertifikasi guru? 

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu hila guru mengajar tidak 

sesuai dengan latar belakang pendidikannya? 

7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi 

dari profesionalitas bapak/ibu? 

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu? 

9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan 

sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam 

menjawab permasalahan tersebut? 

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan I 

implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten 

Sumbawa? 

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan 

pelaksana kebijakan sertiflkasi guru selama ini? 

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai 

pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan 

manfaat program sertiflkasi guru? 

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam 

program tersebut? 

5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi? 
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6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen 

calon penerima sertifikat pendidik. 

7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan 

pelaksanaan sertifikasi. 

d. Karakteristik badan pelaksana 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru selama ini? 

2. Apakah rnenurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan kebijakan? 

3. Bagairnana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana 

dalam rnernberikan pelayanan dalam rnernperoleh 

sertifikasi? 

4. Apakah dalam rnenjalankan kebijakan, para pelaksana sudah 

berkoordinasi baik secara vertikal rnaupun horisontal? 

5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam 

pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik? 

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain 

baik eksekutif rnaupun legislatif atau kornite terhadap 

sertiflkasi guru? 

2. Bagairnana bentuk dukungan fmansiasl dari lernbaga 

pelaksana terhadap sasaran kebijakan (guru) ? 
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3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan 

sertiflkasi guru? 

f. Kecendrungan implementor 

1. Apakah ada penyimpangan -penyimpangan yang dilakukan 

oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan 

yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sertiflkasi guru? 

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertiflkasi 

sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan 

cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu? 

Guru yang belum menerima sertiflkat pendidik. 

A. Identitas 

Nama 

Umur 

Jabatan 

Pendidikan 

Masakerja 

Alamat 

B. Daftar pertanyaan: 

a. Ukoran - okoran dasar dan tujoan -tojoan kebijakan 

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertiflkasi guru telah 

terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas. 

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertiflkasi guru dalam 

menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ? 

b. Somber -somber pendokong pelaksanaan kebijakan 
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1. Bagaimana pendapat bapaklibu terhadap ketersediaan sumber 

daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana 

prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru? 

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan 

sertifikasi bagi guru? 

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung 

implementasi kebijakan sertifikasi guru? 

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi 

kebijakan sertifikasi guru? 

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas gum 

dengan adanya kebijakan sertifikasi guru? 

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu bila guru mengajar tidak sesuai 

dengan latar belakang pendidikannya? 

7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi dari 

profesionalitas bapak/ibu? 

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu? 

9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan 

sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab 

permasalahan tersebut? 

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana 
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1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan I 

implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten 

Sumbawa? 

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru selama ini? 

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai 

pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat 

program sertiftkasi guru? 

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam 

program tersebut? 

5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi? 

6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen 

calon penerima sertifikat pendidik. 

7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan 

pelaksanaan sertifikasi. 

d. Karakteristik badan pelaksana 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru selama ini? 

2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana kebijakan 

sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan kebijakan? 

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana dalam 

memberikan pelayanan dalam memperoleh sertiftkasi? 
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4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah 

berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal? 

5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam 

pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik? 

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik 

eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi 

guru? 

2. Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari lembaga pelaksana 

terhadap sasaran kebijakan (guru)? 

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan 

sertifikasi guru? 

f. Kecendrungan implementor 

1. Apakah ada penyimpangan -penyimpangan yang dilakukan oleh 

implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah 

ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru? 

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi 

sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara 

memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu? 
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PEDOMAN WAW ANCARA 

Lembaga Pembuat/ Pelaksana Kebijakan: 

A. Identitas 

Nama A ~.·I ~{lvl1t{/\{,r!\. (. ((,, 

Umur 

Jabatan 

Alamat f:;, I i\/ (..' (c·Lf /41.v''cu) r3 i tJ.: · lz i ·J 1 :; 

(_(t0~.. ,, l ( ~ "\ ((....,' J 'l'l /Ji ic...(_'o,, (~ '.,__; ; rl () .;; 1.-\.- £-· r_.... ... -_ c ( l ~· 

B. Daftar Pertanyaan : 

a. lJkuran- ukuran dasar dan tujuan -tujuan kebijakan 

l. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah 

terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas. . 
lJar-r f<uov.._f>_:fc...~ tVLo.""fat:\..t (zr-fJf!-B._o.~ 3v;_,v ,;ala."-­
(FI.~/71 ~ o, 1 ~ f<:(._f'V~ (A_f-rc't t:y._ f"u o/4 /-L CLC:fP.. f ~ h Q ..-~) -

ll.Orrt<. .. aL d.o./ctf\ fCt.{.~ ~ fi\JU"ttj ~ iL-1 ufll ~A ·c-1~~- _ 

IYiC\ f.~ f-U'-~ ~ Tl~)7r""'"'"7'\Qo._ (.{_~~ c;_ r 

( C\. • ~ 2/ ~0 rn-<JL-LJ<- u J P ·Q...r\.( r:s:· ker.. ;...__ h>.u{v 

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam 

menja!ankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar? 

;;jc., fCi~ 1•">!('/~r>HY\WY / (>J~Jo.-n~ S~{J~ • 

-3 u 1''(.;_ ~ 6'1.- I< oc.-'> ur q_f:e-A f {..( e~ Ct- t-, ~n~"')Jc.r I ... _ !'~rc....... 
S' ~ 5v c-., £2: t~.} u /' L1 ,... I { .f.-a ,;v:>f Ov-

-J . 

1 
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b. Sumber -sumber pendukung pelaksanaan kebijakan 

1. Bagaimana pendapat bapak!ibu terhadap ketersediaan sumber 

daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana 

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan 

sertifikasi bagi guru? 

JlJrYI PV' ..b. l'vq 4 f' B tV 

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung 

implementasi kebijakan sertifikasi guru? 

.f' ara t1. ~ dev... p f'YA£ al'a.A.., 1 '" fk r/~~.-. /-e. <h · (-AP>cJ ..,..Q, 

I e.r·hJ,·4v,f:, 'S u rv. t.(nf:v/., ~-y--cJJ<fcJ:.er- j-Q,</-v 
1>-t..fun·-. n10\.olr..tlr..ud , ~/f'-LJ1 c--.. {>.&l. /e>.l•.Jc.rlcuu\ ~ 0, 

mat-.~ ~r.u;-.::.h4.u."'- t~.Q...._ Lllv1ft'Vtf 'd0 b~ab) 
~~ I'OVt1'10. -

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi 

kebijakan sertifikasi guru? 

-turn/:><./' d~fj<>-- 0Ct~j htf..,, ;,.WufJ"'---~'"' k~C1 
m~,=lvf.,~ t rn~fe,-r.e.A~!(-, · ke.-6j4__ ~fie~ · 
!Jun-l_ no ,nu..-. kar-k6-v;rt--'?r.fc... {-u'A.6/176&<(....l ~ 
{ dA. f '!:I q i ll (o I' /Yj <;_ 16-. . ,-:f 0 1!/s{t:.r'J r>1 ~ ~~~-/ 
/~-::>~ ~~- r-u:-I'.JJ {_;-Jf.qo...r-e.._ fU~ ~~ ~-· ~, w)i(;,:-- r u-0 
f' rov' n ~ l"hc:U--/'u" r cs v-c 

2 
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5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru 

dengan adanya kebijak.an sertifikasi guru? 
_ &lw nt ~l..rf ... c..f-r:_ S\...5 ,l, p C.. o._,l j f!Yf<Ji:l o/1~ -1---a..r 

._3Uru f<~. 

6. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan 

sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil da!am menjawab 

permasalahan tersebut? 
1 r rr. ur-- CLJ 

~ t(J' ii'1CJ o./c. 1\.C\ Yl... de. 0 j ~I ~ 

rnc,.~·qlq "'- AJuprC..,_ ,\fu~T/-:: d'c..~ 

ctfr::i..u b ~(J fY) T7) e_ n) I £ e.. . i'--k( ~ r( -

- {"~/U~ ijc1 ,_A~'d CiA mu;fi/lfrD ula:_y 
~urv t..u-.sdv t f<.e. I) 1-l:r-e-..C" f u~ · 

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana 

1. Bagaimana pendapat bapaklibu ten tang pelaksanaan ' ! 

implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten 

Sumbawa? 

- J<o nutl•l_o..{::• Pt!JA)'ot1c...~ pe-t~ t.. 6 OP k..A 

/1 I Ll {) ' ..(Q..-L .,_ f~-A fi t(_Q_~ -
.J --'!-VV 1.50 "'' , Y I ( IL Qcu (-o._.-, 

6 'clctk... rr._-e_,1.o(Qpc .... l /Cr<~G {.e...,.__ 

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru selama ini'? 

- /(o m~G b-L¥j~1~ ht:-j~ . 

3 
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3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai 

pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat 

program sertifikasi guru? 

_ -pvn-b~ ~')~" Je-/t6 fr1:..~c,. o/-1" orfJ..v..c;r ~~~ 

f<e..rr,k./,frF'"--t'\- / .f.cit, •\5:3 Ct ~~ c-L {'-e..fur'-f-<-[. 

f eS. rij-tr. 
) 

&~~h;.o. f. 

frUu--/v.. (:/C< 0 ,h·1:Jccfecftc:._,\ lui~~-. 

t--U:~ ~~ ~ ;J;_v·~ <---/ ~ '',, ., 01/' /<.CfCI SJ "'" -
~ t2-(~AM. :Afe/e.plt.A:/-. t:J(.eA ;<err..,../'frt~ 

4. Apa bentuk komunikasi yang dilakukan dalam implementasi 

sertifikasi guru sampai kepada sasaran (guru)? 

~ JhirJo. ( /v-vl:vfc~ f:.e"' / fofc.t) J'?'--e.-a lccn•ut11 -t..._c...'----4.__ 

/ew~ m£cft'"bt C-efa-f./ mo u;ru n ~4/'! 4 ~ 
.J'Q.CaA"' 0 c:J WfJ /<..efPi.Q,_ f>'UrLA ~('~~ J2 ~5 C'.t.,. 

C)\ /V tc. 0 flJ c:.:5 fu d cJt M -f~t IL Ct A (!) Je-h. /2i £ lC.. c­

pu(;c.Lf..'jj<:__.z_,;~~,J-tic<r'l . 

5. Berapa kali sosialisasi teknis dilakukan sampai dengan 

terdatanya dan terlaksananya sertifikasi guru? 

- J'_e frc..p tJV..J..t..( !-c-.. fiLA'\ /<.e ;,-e&. !'/.a .~.(]=, /JaA__q ( 

e_ a/ v rt A.Ju rn u rr7 A... c.. " 

J~ {t.; ;/)'\ m.. .e /4-~ct /\ u 1<-
.{.Q.k(" A U ((_ . .( Lltt, f:.omt:JJ-4'-c, ) 

. c,_ . J I 1<---t.... L? IV} n 
.f-t./#c-<--t · u /c.. 1 ,,et-'' Ma.h.lt't ~ r 

- p -01:J u 111 o /1 .t-e.6d.u 1-n ~ 1' .e h/ db t... L p fL-1 p . 
6. Apakah ada guru >'a!lg meminta klarifikasi tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan sertifikasi profesinya? 

!Jdc1. cr· .J5 piJ1ct:~~hCV\ tJat!.J ~~ 
/h' ~ orJ2 : ~ "lV!.q1Cv(J uk D.-.. . fc--e.J eye.. !Jo. 4 1 Cl 'd Ct. b t!"OJ. 

f.f./\C'a.F) 15uf:h din. clc--j{ct/' i'lQ /rtc-~ 
Ca(o n r~hx_ u k 

7. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam 

program tersebut? 

- K OCV' 0 YIC.. <;s, 

I ./1. f -e.r f1 <- [ 

4 
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d. Karakteristik badan pelaksana 

1. Apakah da!am mcnjalankan kebijakan. para pc!aksana sudah 

berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal? 
/ 

· J'{.( 0 111'CA ry'.12/' h-f1. C-<.-( tr>-<-lc:::. L&, 

9~ t-e/ e p c.;r• . 

.... .fe Cer /' v, 1\!?J,,\ .s; (C_x\ fcf._ 

t~f~OJ,-') 

2. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam 

pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik? 

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 

! . Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain 

baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap 

sertifikasi guru? 

- &iu~ a .JJc.,_ 

2. Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari lembaga pelaksana 

terhadap sasaran kebijakan (guru) ? 

/Vl.e_f'~ 0.. ~£~ q '1£){. Lz_ ~ 

()1.e..nc._0.J ~ _tun L..{ c.r. 

f:e_cu.cJ(~ ~)f0"'f-o.-~ 

5 

( !Q.'il hce; o-, t.efetA.i'c; /IC;) 

p, cy ~ /Kt=t.A)~ Q a-, 

~- t~f«J~ 
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3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan 

sertifikasi guru? 

- ltd~ a~ 
1 
A~q_ f_d.u{~ J:c\-'4~~~((..... 

kft>t ~ kmhCJ~ (/\ (a~;-~ s-=f-V~ ~ 
f) p-U'C.!v fY'ct__.__ (fJ {)~/c_._4_,_. 

f. Kecendrungan implementor 

I. Apakah ada penyimpangan -penytmpangan yang dilakukan 

oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang 

telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru? 

- 13u 1~ 'Y\ Of._~ 

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi 

sering dijumpai adanya penya!ahgunaan wewenang dengan 

cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu? 

I r-d. cJ...._ (){ 9s , 

6 
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' 
Guru yang belum menerima sertifikat peodidik. 

A. Identitas 

Nama ..S U i'Vlt kit ;-/A sAcAI 

Umur SS TAHUN 

Jabatan 

Pendidikan s ., -

Masa kerja 

Alamat 

B. Daftar pertanyaan: 

a. Ukuran- ukuran dasar dan tujuan -tujuan kebijakan 

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah 

terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas. 

Jtjj L( tltA/1 0t1 [!IJCLS -h-f7 N ~ <I~. ff2"- ~ /'7 k6-u4 ~ 

/) r &dcuV> "nruJ/}'? f I({/ It v.-,.-z_t [ ( ·1-rf.. r 7n o-%'-~ bru·zya £ 
. o/~c ru Jf ~ s u r& A {;t~~t {L&. 'f> J hi! 1 q-,, ££-'in- ( '777· ~&..s 
~ ~·::.J {!j Vl !"-> c[r tf·m 1 ~ /e .t ~ {, ~c 1 t-L Lc~ ( Juf4J 1ft r--( !Zm &-t£1--
~ ptv(cv~ ~d:.tJ{{:L( eepaf-. c 

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam 

menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ? 

&eLl~ ~-S,ucvi ~;fn. ;mo/L-i ((/2/lt:rr:zv, &lufY'-7 ~ 
I . 

kcur--ec'l r? 11-~ ~yt:l(5. ~ucu c.!:faa..? mr7(/L$ . 

1 
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b. Sumber -sumber pendukung pelaksanaan kebijakan 

I. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber 

daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana 

prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru? 

_.!)UN! ~-fiN!Jt:0 rJe~~1Jv rdtclc/(_ :ft:""1 f/7Jf€~ 'c'/'?JJ -/l<=r 

)Urr:t 7 u '{ (; f,e ~/f~ ( ~ :/ C4z J ~ J.-c-2(; (?f't? r h ('-K/c ( -J!D ~ 

- j n J-1 {L ~ f;ar<Z-r.--C! h-VJ (J<tJ..g tqYt n c; Ju_~ f o/n-Ci?f' pc,lP k; 

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan 

sertifikasi bagi guru? 

S, C/11 J rJ-e c p C-Y' cf /l {1 cr c0---> cL!Il ~ A-(J 6 Jtf ~v ch (' 

ktu<? y {1 r~ef/l '/ (l !tr ?'-(" J1 ~ C{ Ye r <f'fn c[/" f 

3. Apakah saran a dan prasarana yang ada mendukung 

implementasi kebijakan sertifikasi guru? 

- t5 e) L/ fff7l: rna: n ciG-t !<.u n j . 

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi 

kebijakan sertifikasi guru? 

.:_-um ~tr- ~q ~UI~ all ~ m~mO-f 
f<._arenet dtJ_at#, &1Je-Cflfo4 k!Mu.r. lff1.kt ~- kv; ~tine, 
J~~vnt ~1M ~~dik rk i&fc C9/4z/maJ ~ --J 
Dv-zclt'{c~- {~ kr-~ltA;fda~ -~c'?hmalk~q_ 
~lu /nl ~! czcr- daz'l ~~\flja 0 . 

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru 

dengan adanya kebijakan sertifikasi guru? 

J)a('z cur{<- Xtv~'t!t'-S mtz-~·~h ~<-vt- ~h 
ttirt"f d'V)) m~d, o~j, dtri ?"je-f;cYJdr.sm-e -

2 
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6. Bagaimana pendapat bapakJibu bila guru mengajar tidak sesuai 

dengan latar belakang pendidikannya? 

GUN/ ¢tr ffseiul- fcd:ti.-- d£1ocif <nzP"'jCA c~ · durt"' 
fr-&'Ph'~cd. 

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapakJibu? 

·- t,rccl~fL4A ~tJ.-'/tl Jccl~ rt!f?&u~c< /- cec!trfd~ .n 

t~' ~[1ftrCLvljrx.f- f.t--y/'1 (J~I~Lt__ trzeY(:;iJfltr- ~(!;OJP 
~~p ~CA. ge(lJ CL / C<-tA c~~-CUJA Ltcu? Oil r--, 

UtA ~( t l[vtYMlAf'>-._'Lf [u_ t-~-IZ-vl p~tc-&7 ~ {J lt!?_ ~ ~ JtU 
ct Vl CL!L dedi?._- ..{Jz:r yq . \ 

9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan 

sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab 

permasalahan tersebut? 

~ Tr 1-a c_ 4~ . {c[ p:cfL I CU/l , , 

1 1 r1 g-u ~-1 J. L( 8-z l /u_c n _) _ J3ctklr- 1j £.P0 ~ tYrL~r:; r 

u 17'! u I .d ~ /" ...j ~$ w r"t Ut~ . ..5-t~ J-u d£1 (..,_ .s ;Uj d f7J?' 

S.cbr:_ytL? 'JYLC/.vt o :;al/ZJ &~, , 
- ~dtw!JCuut cc/1-v ku,~ f?t1/J J0ft1 rue{!jc;J~u 
~ r f ;tth rtV? £v:M t rJ7Zil/lc&t(x7) 4Ltr-/rjv~ C'--:!r~ • 

3 
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c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan I 

implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten 

Sumbawa? 

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai 

pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat 

program sertifikasi guru? 

d7-'f111 41£/~L{~ ~~4 Mfd.8lf/l5 !{A.FJiz<'-t llfliUdCu' 

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam 

program tersebut? ·: :J)t-e.laWJ tctLS u~ :;. c:'rj ({J . . 

~Cl( a, 'lfl-1-P r c< £CJ. Cc ctV~.- J~ r dt 77 CtSsz. avz .h1 r ~/[ ~\Icc 
Yare:; {;cr- (£{}}']/?fo-hn kt!'£tk, k aK:f!a gc h qf ~yu 
fr1/Vf'juk.J~LVf {ei0 d!CL ~n u[~( <f(j-Jf sa~ 
crvu UtJ1fa" ~s;;cc~ Cfa«J7G ~a [Jab0 ;nf!Aft be~ 

5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi? 

- P~d'~L a tOt--~ -z(f~ Th.n g<_oto _a{Gs,es, ({I' h~~ ~ 
f~u 4(/JJ· ~0Qar; ~;n bYA f!uflt~ luh!, 
7lvn 1!l{J/l f~P>S r 6vtaa ~l~t ~~ 
~dtLfvt4 AI, ~- fr;kk r'TYV-0c&f'C{/-
f tl!v>J g d 6{ 11 4 £ a-m{M '[2t/utn [20 /;;2 , 

YLanta £"--jf' r?zlr< ah ddtw11 ~r- -
baru f~ rahu+o> 52£-J!] if'-<. '!Nt<Yn-rl +"'?'« 
~ c;WCJ(Aff} dAfYa I , 
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6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutrnen 

calon penerima sertifikat pendidik. 

J]ct/tLVV? lud t~l.-f- t~z 1fo-r 177!"-h yuv'-7 /ol?rZV. 

/-Lrt rn C1 -~-eJ/~ d'u/tl.-f-r? kc ah ce-~rc 
-k[a_.C, o·-a:7? { J)-e.(/) !-uk~i/7 J .dccejJZ~ a/.aJ. O.b£.. 

~htuJ hfh I' C~//0' A'fef?kk~ (J..U~ fcdcr/. 
7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan 

pelaksanaan sertifikasi. 

&tt-ya 4<:~4 ~« /uc N?t~ J.c/q &!atn 
1ue M da_(l cc!- .fc ()rh ·fr;;_fl n _ 

d. Karakteristik badan pelaksana 

I. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru selama ini? 

)-! h w;(.L$, 'l(j 0 otafo.t-vt /cg:~UJ?, ~ cv C{ $rdedu ~ 
~'ld..ctp{J0._ JMI(f -:;Mn;{l· '7/l'l't:ztl}t<( .J Cl-/-zul 'lt/4S CU1 _a~~ 
YC?uj UV? rJr-uydf rnLcfefc(fcrr !kt'"U':J: ;;cL~ pa~ 
:f~h:-j pcdt-v;:; c8dr/arck;pW-ev;) cb!a~ lull &vvl-' 

P~at.. pu.I:a+, 
2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana kebijakan 

sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan kebijakan? . .;;;_· 

J;u&j .SA.J(}J. ~~~7.dK1 ryct J;-t fZ'a~ cb yt_L f 
!<aN<)/\. 4 m~ttl-t s r_zl. J:.U-14'! 6-t r f?V{ 1>-3 qk_ t; 
cR' ~wfn' k r/,a/,_ ?asnJ . 

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana dalam 

memberikan pelayanan dalam memperoleh sertifikasi? 

{_?_ £1/l drtt r:j h' k 0._ pr-o{E&-z o-n Ct~ 
f~ fz.da( 6&-ye&..~f ~ 

5 
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4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah 

berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal? 

.5 c>-j C1 IYMY ~ k u:r qn tYb-t h de o ( CL-(u (/ 1/JL f. 
J,. ~eb.<-f b~'-dtna~ 'f?&-0 h"c4_ ~m!arna 
t,eQClq-tt ~rJvMt LjJrYfRt/}~ ~ puta/ J 

5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam 

pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik? 

!;. o-y 11 1"-CtrS-c{ ge[ U/f?/1 !d!L1vt o ..flf (cafe 

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 

I. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik 

eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi 

guru? V)q(a./, ko~.us /CL ~fl' [t:4-nbft~V] ifJo _ 

?~Y? c0tf It~ ~ I ~f k?i-Srl ~ d?lr ilPU! ru£rll ?_o:-vz_ 
~ rrn.P-1-1kt(Jrxf d&ciaJr(j.cttY? ct:zoi pz/uzl... _ 
lh1ct.-v7CLf U1) . 

2. Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari lembaga pelaksana 

terhadap sasaran kebijakan (guru)? 

y a; /c ?Ct~, fhdtu ctufu~at/) !t/u !?.. cuv;r:t 
/-tui?a~l.. ff1A-t!alu'1. de~ tf fh-s . 

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan 

sertifikasi guru? \ 

--So;o ~~f. ~hu/ 
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f. Kecendrungan implementor 

1. Apakah ada penyimpangan -penyimpangan yang dilakukan oleh 

implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah 

ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru? 

B ~t' fcema0 k~vzout t-/v._ oh, 

d0_JCVM ~~&a~ falu!usat/l ya; 

fA-~ ~e£~1 

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi 

sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara 

memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu? 

~~o h.h( ~/vu, oru'\J~ ya _ 
~1 1+::J~ .fcclCLk . 
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Guru yang belum menerima sertifikat pendidik. 

A. Identitas 

Nama 

Umur 

Jabatan 

Pendidikan $. J. 

Masa kerja 

Ala mat 

B. Daftar pertanyaan: 

a. Ukuran- ukuran dasar dan tujuan -tujuan kebijakan 

I. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah 

terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas. 

Se.J~~ ~\A--t· ~)Uc;:a.... a0u... ~ "'-f ~-t eLr ~h'J" ~ t h f. ket ~· , ""-"~ c; t, ~ ( tA- d-t' r~ !"eo ~4.. 0 f e.~ 
e.~r~ ~v.ru' ~'=:-~He.~ ~k IM.a.c-: (, botoy ..:t~ 

~ur....- yo."'-_1 r'v~~c.. Peit..fo,..; 8a .. l~<4 be(c.&.~Jc..,., 
tNt~"'~~pc.-t~a... ~"jtt~4c..., '~ft.sc·. J 

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam 

menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar? 

.''\ 
-~u. ·-· i 

f ,., 

1 
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b. Sumber -sumber pendukung pelaksanaan kebijakan 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber 

daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana 

prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru? 

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan 

sertifikasi bagi guru? 

~e"'lN"..A ~-t.~c; ~su~ ~ &0<-1 · 1\pt.N 

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung 

implementasi kebijakan sertifikasi guru? 

C tA ~l.L. p lfVf e ~c:J..4 k LA.~ 

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi 

kebijakan sertifikasi guru? 

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru 

dengan adanya kebijakan sertifikasi guru? • 

d.e~ a"' a-J4 ~c {a_~4 ~~ k- h f ~~ ~ 
~ \A/ ~ h.-(1 <:; j f}'r(.,J fez..~ fo ~ '4. 

~ ~s htq !La ~"' ~ · ~"'" n.. ~ kAJZJ ~t., 
f.cc... ~l';;J<: .fe..._-~vd, ~.....__~ 
~~ ~uc .. :f-r~ Mvlu ~ 
~lt\.~ ~~lJ~;~ JVc-u. 

16/41724.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



6. Bagaimana pendapat bapak/ibu bila guru mengajar tidak sesuai 

dengan latar belakang pendidikannya? 

~~ s~~J~ 

7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi dari 

profesionalitas bapak/ibu? 

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu? 

pv-~ f:4,. ~j~ -u. .. ~~ ~t~ 4_~ w 
ct. hJ-..,.. ctt ';S M- J~ .-.,.1£ l ~ ~ ~ ~ ~ f IQoJ ~ ~ 
~~~~ ':>u~v; aru_ ~~k !~b· ~ 
r~ ~k ~· ~ bd_,~'- Gt"""'~"' . 

9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan 

sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam rnenjawab 

permasalahan tersebut? 

3 
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c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana 

I. Bagaimana pendapat bapak/ibu ten tang pelaksanaan 

implementasi kebijakan serti fikasi guru di Kabupaten 

Sumbawa? 

Mt:i.-ft.t.. P<'l(A 8,.Ll.~ kcvr ~- . 

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru selama ini? 

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai 

pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan mantaat 

program sertifikasi guru? 

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam 

program tersebut? , 

k:t~c~. 

5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi? 

4 
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6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen 

caJon penerima sertifikat pendidik. 

7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan 

pelaksanaan sertifikasi. 

d. Karakteristik badan pelaksana 

l. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru selama ini? 

r r.: /~' : t 

2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana kebijakan 

sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan kebijakan? 

,I '~ I 

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana dalam 

memberikan pelayanan dalam memperoleh sertifikasi? 

5 
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4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah 

berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal? 

5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam 

pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik? 

c~~ W 

c. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 

I. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik 

eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi 

guru? 

2. Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari lembaga pelaksana 

terhadap sasaran kebijakan (guru)? 

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan 

sertifikasi guru? 
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f. Kecendrungan implementor 

l. Apakah ada penyimpangan -penyimpangan yang dilakukan oleh 

implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah 

ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru? 

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi 

sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara 

memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu? 

~·"( {~ ~kw. 
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-·--~ ' 

Guru yang belum menerima sertifikat pendidik. 

A. Identitas 

Nama 

Umur 

Jabatan 

Pendidikan 

Masa kerja 

Ala mat 

B. Daftar pertanyaan: 

2asr t cf. Pc( 

guru IP,:J 

.Sl 

3 tahurt 4 6ulc:rJf. 

Jln 
/Jeso. 

Lt.IJl:a f. Lebon!) kar 

cl..e.bCirt!jkCir A kec 

a. Ukuran- ukuran dasar dan tujuan -tujuan kebijakan 

I. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah 

terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas. 

TuJUCin dol'\ rnO~r1.fcwl:- kebiJDk:OYJ Sl?rttjlkDS• guru 

sucluh cukup member,kon dompcth' po~d:tj buq; 

tjuru Hc1nlJCA s·~o pert.CjCil,{)CHiYnniJC! hcnus li2b1h 

d 1perketot ierurCirno d douoh · dueroh terpt>nctl 
dt hCirOpKOn tYJ e{Dit_.H' don -* er,·sDIII ctgQr ho! I)Dng 

progrom ts b dopu t tl?.t Clp 

2. Apakah para implementor/ pelaksana 

terjogu deng~n botk 

sertifikasi guru dalam 

menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ? 

Mo s1 h t<4JOr19 , kQ.reno bc.11yak pwr11nq ~rhftkcm ~w,b. ~~Clng 

h9e~l<- !:eruai,, scpe.rh maflh me.00qjC\r ~&t?.IL ~ua.t b;c9<l~ tctrt 
hct"yet v>1e.rrtenuh~ k_0,~tbCtr "'\ijl0~ctr ~c)QIYl , fYJ051h ada g..t~ 

~ct~ i'\l!.e~etrYibi / bei(~{J<~( -ituvl~~'~ .\Lh,~a Jtrmg tW4k.- l"lCUU.~ 

t(] 019Vo.'(' , ~. 
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b. Sumber -sumber pendukung pelaksanaan kebijakan 

1. Bagaimana pendapat bapaklibu terhadap ketersediaan sumber 

daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana 

prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru? 

£t,~mber cl.oyo ij01n!'1 etdu C oporot-ur) mQh10n9 tno.s1h._ 

kuron~, kctreriCI 1<-eti\<D CJKO() berkon~ultDSt oporotur 

~ong odo 1'11e()9Ct(am: kesuf,t.o,., C KeWOID~on) \.J()t.uk 

111eloyon' ~et10p I t;t>rnuu Colon CH;au (Oe1'1-€flma §ert-!j-,fco,r
1
• 

Quru. 

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan 

sertifikasi bagi guru? 

~OY o Kuro09 r'r1 engHohu, hDI t<:.b . 

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung 

implementasi kebijakan sertifikasi guru? 
kUf'IOng r'r7er,duku'?3. sehc;rusnyOI .selfetp .se~otoh 

dtrn&nCtpUt1 beradc, fzcu·uJ cit terJgicop,· cien9ct1l 

berbCtyCtt SOrDrJC. dan pr4SDf'Dt7Q fJendukluz.!) 

lleg1otczn bel9JCtr /l?engcuCtr .;•eh111990 clupot 
Lt>bdJ memucLahkCin S'etwp 9l..IILI qgor bt!;Ct men 
Joch guru yvn!J iebd, pro.JeS.L'c/lCJ{. 

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi 

kebijakan sertifikasi guru? 

kurett7!) rn ct, 
er? ukul7g, *oreno .fasclttqs yon9 

Ctdo ci.J sekotoh ternpot soya rnenr,oJCn• s . 
Lo6orotcrt"/V'o J J ep(}rl:t 

..... , Ser.l.o Jumtah_ kelcn YCJng Oc{cx_ 

taiol( 1?7erni-ft19'uru~o0 AebF.Jerkon pelo/cr;onctQn 
serltj~k.c.H; guru_ contoh'lyCt . rnenoq/Qr f't7lt1/t"YJQf iJI.I.JCirn 
/"iMciJ f; geo!)f'O.Ti> Shg mur1cf !'ertng d'tf'ti,g tr>r{umbot 

5. Bagaimana penmgkatan kualitas dan profesionalitas guru 

dengan adanya kebijakan sertifikasi guru? 

/JJ cukup ber:JDoi pe_n,ngkcd:Dfl 
JQ, ~ 

'· 'YI r,uru _ k:ctreno ->e.fe-{Cfyt pro] esL.()fla...,.s· e J 

Leb1h fo/(_us me -
serttf 11<-Q&1 bCtnljCJk !Jur~.~ olCJpOtl 

ngfjet r clJ reko[of,nyu . t:tdoE< 

lo..cn yaflJ ClupQt.. rnenJPJO!nggu 

S'ebagcu· reo f'On!J pe/lc:UcLii<... . 
2 

·~ 

peke()OCJn 

ut CJrnon!:Jq_ 
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6. Baga\mana pendapat bapak/\bu bi\a guru mengajar t\dak sesuai 

dengan latar belakang pendidikannya? 
Menurul sayo rnemon9 CIIDngko~ bod<ntju Jtko 

<;HIOP gur[) clopot m~ngoJG!r snLJO• clenge~n lcli:CW 

beto~<-M_g p eflclici.11:Cll1f1!Ju Mater 1 clopm J, sompc11l<on 
dengo0 bo1\< JdtO gurv beloh m11ngusl)• opo tjClt19 CtkOn 

b , J"'. b01Cii"·r sepert· peserfo d,drtc... 
d/ojCiri<Ofl, ukon mu "" J"' . ' 

Tet<r'\11< f~"H:'lgOJOr JUgo perfu d, l~uuso• , Oleh ko~"enD 1/::u seorcm9 
.9i.lri.l he.ndOk()(jv me m dd-c. A 1\!>Q Gf j serttj 1kot men9c1JQr lc11nn~ . 

7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi dari 

profesionalitas bapak/ibu? 

Tunjangan pr'Oyes1 ('()tfY\ang pent1ng, kareno Jil\a £eora11g 

guru meroso i<-ura~ ctC~rL l:e91 penqhDf-fiCt'l, e;I<On MeiY/(.,Jn9Ktll-

k.on 01er>ekC4 beKerJCI kwon_9 profeston D<l at a.u rnencori peker 

JOOn \o,nnl{CJ .batt<: kettku al:ou .s;etelolr) me.ngq_x Or 

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu? 

Pr-esw~l pesertQ cllOik d; stl\o!Cd1. t.empot so~C4 me:TJg cuar 

cukop bolk, wol oup W'' n ·l ct~ UN pCJr -po son . tetop1 bE'beropCi 

tunun teroKh1r alhomd ut,fi Dft lu iuJ 100 °/o D1 brdon9 non 

ct\codem1\< JUgG CU'KUf merY)6onggc..kon 

9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan 

sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab 

permasalahan tersebut? 

muncui 

sud oh memenuh1 
bE'.i um t:ercbto 

v 
flctfY\CI pe.>erb-U colon fef!QJ' r(YJQ 

~ pe.rlu d,\ol<ukon 

fBlOid:an CAW') te~ 

US' pvk:JitK bebe.rop a Ytott ~ebelum 
t?Jt.O ol d.t luK.ronatw0 · 

~ FQ H y Drot,CI n 

CQllbOh(\ljQ Y 0(19 

p~rtu dtbeda~'1. 
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c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu ten tang pelaksanaan I 

implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten 

Sumbawa? 

S uvtoh cukup bc11 k pertu 0 r, i ingkotk on. . 

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru selama ini? 

i<OMtJntkCY<>> ·BCing odo c;ucJoh cukup 

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai 

pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat 

program sertifikasi guru? 
.,J c s HDr1(} ()dO koorvl"'\ 1 -o 

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam 

program tersebut? 

Sudoh Guti-< 1->c;nyD 

t es s ecaro berkotc. 

menerrmQ serfU.rkOs; 

perlu dtlokukCin 

guru· guru yong 

cl ~n 9 ott ~ u r C1 pCJ n ie ioh 

ogw 
!:etDP 

pe · t UJUC. n 11 en ero pe:.tn program toersebut 
d CJpat te r copo,· . 

5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi? 

Ak.\'e\: ·,n_forrnos; yan9 ~OIJCI peroieh 

lnio seri:tJri<OS,· ~CJI19M rnuotah, k.CirenC! 
J 1 membe,kCln tn.fo 

kCtb SUrYl bGI(,VQ Sef () U r 

lebrh 
botk mdo.lut tfleernef, me-

r1105.1 

cliO CetOk rnuupun !: urat 
r<e ~ekoloh l:empot 

4 
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6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen 

calon penerima sertifikat pendidik. 

Tohur"l 1n1 ret<rul;men colon pener1rnu ser~rJP<OSI 

Sucfoh leb11-1 t:.rorupcH·Dn kqr-enD dDpDt cVctk!;'ec 

clengon rtwtleth mQIOiw lrtH'rne~o pDcAO set1ap to-
h~pcmn~o S"etotn tlu l<ecurongon ~ yong mungk1n te'JDcl,-
qCtpOI: cltmlntmOitStf. i<Clrcno pen,lt~iul1 cf,IOkUI-r(Hl .I:Cr On 11ne. 

7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan 

pelaksanaan sertifikasi. 

Aj.:.ses Ul)tUk hoi Hb mo~rh kuronq, bo()yo~ guru penerrm~ 

~.erl:tjtlcab-1 mef19Cil&m; ke'uHon tmtul< mernperoteh ''i:formm; 
C1pt4kah dono nr-bJ,kru> c-uctoh ct.D.pot d_,\:Qnmo CH:o.u tot& ate. _ 
Kel:{,rlornbaton penert«lOOh u.on3 .r-eri-~\c.as\ c)u~ ~ertlf19 cf.(a-torrhr 

bt1!1~n htn99Ct bd:;e-rapCl bulan 
d. Karakteristik badan pelaksana 

I. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru selama ini? 

<:i~ ~ petca«ona kfu]ol<:ar'] <:-e!Dmo r(), \<urCJ1'1
9 

mCII<.srrn
01

( 

I'Ylcmg~n ~rerJu kWSoticruQO() Jumtoh aparot--ttr ljOY!j ~secL·t;__ 

~Qn JlimlCth penu-t rrtc1 ~·ka~ LJ0"9 acto, cehtf\gqa tekrbCttQwn 
r£b I'YI embuok; ~pD-ro{ yorog a_dD. qafllpo.n_9 t-rr'lCt>t 1 fab-tl da~IYI t:"onclt~, 1' 

hrt-:-lntU'. 
2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana kebijakan 

sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan kebijakan? 

i<ocletA-3 61 hb -t.£uo.cl: ~ f<-- 0 rena b o..n~ ok.ny u u.cu ran ( 

pek•JO!A"' uporatur-- ~b s-eh,rt99q \c-uran9 ~h~rao'tin 

pcm;l ~ij)_Q__f((Yla 1 COlO() perlQrlrYIO &-er{lfK.a:rl UVJf--vk. I'Vl.mtpro\t.L 
li\fO r- fh a) (-

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana dalam 

memberikan pelayanan dalam memperoleh sertifikasi? 

si\<-op peioKmnc. dol Or'Y1 peloyonD.n untu\<- rerH::f' kD~t 

<;udoh Cuk.u~? batk.. j perlu dot,,ngkotkor, . OOeret:n '>ltdoh 

b --1. tUp"'i<f) IYlC!fiOil ~ f?i<.e0D ~e~o.t VJ::n.9Cil7 VI' ::; 
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4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah 

berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal? 

5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam 

pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik? 

111e11.u1'u~ sayo pe~~gowasoflnyCJ rv1051h sangc.t kuro~'~g_ PDrJ!jO/< 

9U~'u penertiYlCI ~t[J,k.CISt Jusfru ~1do.1< hekery7l cec-oro pr~e.nonof J 

1'11<: 11 00J1'1f tOcopmu\Co ~~JQm, mengetJCtr ttclatc tesua; Cf<.. D&c<u 

btdcH'9 kwhl•on C tervturnc d.t d(!Q_toil - d.CiUtlh._ yong Jw.J\.1. dan 
leota) 

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik 

eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi 

guru? 

JY1ung1<1~ Uf!culc peiOks-onoon t;erbfd<oh· -tohu,1 ,n, 
hal -l~b ttdak leA"JCtdL kClrerw h~ awol dtlukolcan 
~teora on ltne ~eh,ngga hos,( dqpoc teb·h CQf{ll:: Olferot.ch_. 
~ JOuh cf.an· U.n.\ur KKN 

2. Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari lembaga pelaksana 

terhadap sasaran kebijakan (guru)? 

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan 

sertifikasi guru? 

~aye~ k.urOrl!j IYLQ.n 9 ~ t-c. hut ha\ ~b 
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I 

f. Kecendrungan implementor 

1. Apakah ada penyimpangan -penyimpangan yang dilakukan oleh 

implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah 

ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru? 
Serf .. 'ftkD.r' sehoru~ nyc dtbertkon k.~petclo. 

gul'u '!}Ot/9 t11ompu be~<e~i((. J'(?CDro. prOJe:ftonul, 

bvkCt, '<D~'et'!Q f C¥ktoY U!iQ. f»?Mq t<efJu clrb. 
j>enerdu Cttl guru 'i:JC:tt79 117enclopot J~rlt.ftlrCX!'L. 

/zOI'uS febt h. oftperlf.e i:-D t lagt· ..tepe.rft.. ,Pernta,a_/"1 

kernCt"'pUD"' mengDJCir d, keLCU Ierlo. l{jt' /C.ornpettnr.· 
lvciang keoh uu11 

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi 

sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara 

memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu? 
Setamu 11''. soyc. ccciCJH. rnengetonu,- hod 
tsb, kDrrno 1'>7 enur ut so yo. rornuQ S'Jdoh... 

o4 f:e.., t u k 01'1 o (e h 

cf.g 11gon p eroH.JICirJ 

7 
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Guru yang sudah Julus sertifikasi dan dalam proses pemberkasan. 

A. Identitas 

B. 

Nama lDII R.O .::1 A ('!1 " r f''lJ 

Umur 3~ TAriviV 

Jabatan 6uP-u 

Pendidikan s 't 

Masa kelja g \Ari u N 

Alamat BrrJ 6ul<i r P£fl.tvl A I 5L.ot<- ~ NO 13 

1:-H ~f..f:t.T.f (J6 S:V M f3,t1 LJ)I"\ 6£JAQ. 

Daftar pertanyaan : 

a. Ukuran- ukuran dasar dan tujuan -tujuan kebijakan 

I. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah 

terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas. 

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam 

menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar? 

1 
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b. Sumber -sumber pendukung pelaksanaan kebijakan 

I. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber 

daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana 

prasarana pe!aksanaan kebijakan sertifikasi guru? 

'v1orur S,oftul'lal~t'l 

VI ({I \1\'10 f:£ ifV!O.I . 

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan 

sertifikasi bagi guru? 

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung 

implementasi kebijakan sertifikasi guru? 

\:le(u M (U~U f' 

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi 

kebijakan sertifikasi guru? (}t 
~o('0 

~\Jm~er do(C1 ~r1'9 ada tnuf1du\:.UI'10 lmfltrYlef1tDi• 

F-e:bjoi=.D~' ~ <:Ubrd:.t:W guru c.\e:m. apFrno.\11a.P-

\c,f\e~:fa tJ lJilJ 

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru 

dengan adanya kebijakan sertifikasi guru? 

~\rlarLl~flya f el"' 6 er1a n ~tb(JOIC£H'l str hf Icc< jl gvru 
c\e:YI~ar 

~~ lr<lfvrg; ctUlj£11' fe:o 1r1'3 f:oto Y' t:uol;tor »-' r ro fer.,- ora I. tor 

0VHJ ~r;uo, dtj l t.J<j &I) 'P-1{15 ~- tm bCUH" (LA . 

2 
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6. Bagaimana pendapat bapak/ibu bila guru mengajar tidak sesuai 

dengan Jatar belakang pendidikannya? 

Ur<;.C~mfa II:M¥1 IY'OICS I {Yl(l' 

J e fl:1 a (I G.t cF 

7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi dari 

profesionalitas bapak!ibu? 

~e:!!lOfLl! Y'Y M hH1 J lA ~fl"' 

fO.tV. f~l"t\idtt: Ur>tvK 

fr~ !Yle~u~ fevnocu re:rnaf1Sar 

{Y1enlt"~wt~afl frvjt:0of1oi;Jn-(a. 

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu? 

9. Permasalahan apa saJa yang muncul dalam pelaksanaan 

sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab 

permasalahan tersebut? 

pe:rmti~t:dt:t~t/.1'1 rnoru tjuru {€t_c;jf 

~e:ba1Kny(i \Cil\edet guru tetop d,OWO-f• 

3 
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c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana 

I. Bagaimana pendapat bapak/ibu ten tang pelaksanaan I 

implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten 

Sumbawa? 

f e\c:n-J:oMn (\ 0yo. lnfVrrro~ --j0.Mj 8,Ter o! e [A 0uru 

ll)f1lbur' . 

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru selama ini? 

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai 

pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan mantaat 

program sertifikasi guru? 

)courd•VICI~- bwK 

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam 

program tersebut? 

\coor c:\1 ro<:~ bcw:. 

5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi? 

4 
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6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen 

caJon penerima sertifikat pendidik. 

booc , 

7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan 

pe!aksanaan sertifikasi. 

d. Karakteristik badan pelaksana 

I. Bagaimana pendapat bapaklibu tentang sikap para pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru selama ini? 

lLlfiiO '(0. Vl 

2. Apakah menurut bapaklibu sikap aparatur pelaksana kebijakan 

sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam 

pt.laksanaan kebijakan? 

fY\~fHJrut s;oya !Y'f':\eU; rl\~ICIHA()O!C-011 tU~C{J 

~ {~ \Jo; T U'3CU n yv, 

3. Bagaimana pendapat bapaklibu terhadap para pelaksana dalam 

memberikan pelayanan dalam memperoleh sertifikasi? 

(YMr,-h ftdu ft\oyc..t'lt'An MC\~SuYlo.i h:rha'i.lof 

\()f1Jrfi10t> ~olvr11 ['t"e:mJuoleh (rr\1{..,-t:a£, 

5 
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4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah 

berkoordinasi baik secara vertika! maupun horisontal? 

5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam 

pe!aksanaan sertifikasi guru sudah berja!a!1 denga!1 baik? 

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 

l. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik 

eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi 

guru? 

2. Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari Iembaga pelaksana 

terhadap sasaran kebijakan (guru)? 

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan 

sertifikasi guru? 

6 
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f. Kecendrungan implementor 

l. Apakah ada penyimpangan -penyimpangan yang dilakukan oleh 

implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah 

ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru? 

~~dot"- oJo 

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertiflkasi 

sering diju1npai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara 

memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu? 

-t/tor- o9~ 

7 
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•• 

PEDOi\lAN WAWANCARA 

1. Lembaga Pembuat/ Pelaksana Kebijakan: 

A. Identitas 

Nama 

Umur 

Jabatan 

Alamct 

B. Daftar Pertanyaan : 

a. Ukuran- ukuran dasar dan tujuan -tujuan kcbijakan 

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah 

terealisasi ba:k dari kuantitas maupun kualitas. 

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam 

menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar? 

f ~or ~Lev~ o:J..aLoQ, •. 

- ou rJO 14 ~ 2oor ~t~ GVtV d-.o.. Po~. 
,...f~rWl.<V\ c..t;~~ ~o L8 ~ 'l(JO} tev.t-~ ~f-ilGp..~/ 

G-..rv .d. L, 0 c-6-v-~ 

- f.--eY6-1vr~ f-f~vi"' l,. ~ f\JD, 74 ~ ~ ~ f-"f ~rv 
'U ~~ k.-. ~~ .j bv>V ~ r~ ~-~ ~~~ 
~"" h...r ._, u ~ ~Q.; 11, (,. ' """"~' 'il ,,.. , "'-'4 .... (,."f' 
~vrJ,~, ~·l,, ""R...;L,; h,., """CJ""~-~ 
~~J.;k fo--l) ~ f~a;~ ~~ t>-1~ ~ hk~ 
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-r-~ Zot:; ~t<t~e, ~ kfvou~ rAJU 0l--(}..~ ~r~ 
~~ok~. 

b. Sum~!.-sumber pcndukung pelaksanaan kebijakao 

1 Bagaimana pendapat bap3k!ibu terhadap keterse·-': il.an sumber 

daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun bsilitas sarana 

prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru_? 
~l.evftt-Cu ~·( ?J&.v..~- f-eL-4.JCl~c, M~·(G45kr .}L, ~~.-..LA 
1--o-lq.. ~-c.~~-<.A~., ~ F.( N b~ h.£ ... ·-L--...r-r A-t·, 
f~..-u.f-o.pa~ ~ P~fwwr. f>Vrh o~ ~.J.e,_, ~ 6~~. 
):tea ~~ ~hJ, l<-c-- ~ ~ tJ..; Ch-.L.:f * V"' fzr,-~ · 
~ I ~lf'-V ~ J;"~ ~~ ~!· ~V,"V • 

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebiJakan 

sertifikasi bagi guru? 

~ r~~~ l~ ~~k­
~ .~ ~ 'o~u~..er ~ ~-vtO-. Ap (W 

kko1 ~ ~, 

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung 

implementasi kebijakan ser' i fikasi guru? 

Jar0~ ~ fn-!~ ~ c~ ~~ ~ 

$~~ ~.,.__.Qv.~ f~ro-~? ~Kh'~­
Gvrv ~- !H,{~ s~ 

' 
4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi 

kebijakan sertifikasi guru? 

(u~--c-- ~ ~ ~"' J~~ ~~ Je,1~ 

~ ~ ~ 1 \f_g fvhP, %(A;~ 1 &; ~-
~~·~, 

2 
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\ 

5. 13agJimana peningkatan kualitJs dan profesionalitas guru 

dengan adanya kebijakan sertifibsi guru? 

s~ fJJ-v ~1~~ ~~ ~ ·0. 
~s~vv f~ w ~ ~~; 
~~~J~ ~f . 

:......-, 

6. Permasalahan apa saJa yang muncul dalam pelaksanaan 

sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab 

pennasalahan tersebut? 

w~ r£r{in.>~ ~- Nh""' 0~-LD. 
~~ f~ ~bk'- lU kJ-tt ~U-tckk 
~vv ~ ~hv-- ~~-. r a-l,vc..; vv· 
Df»rM-or l4£vv~ l4~ ~ t~ ·~/ ~·LlLL'-J. 
V?.&~~ ~. 

c. KJmunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana 

I. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan I 

implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten 

Sumbawa? 

2. 13agaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru selama ini? 

fn~ ~ A; ~l<... ev.-.~ ~'-' --

- ~rc, P~l-V-v.~-,t~ \ ~ ~4g b~k ~ s=vn~ 

- ~~ 41-S ~ tvf<1'l~'"' 

3 
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3. BJgaimana koordinasi bagi pejabJt-pcjJbat atasan (sebagai 

pcmbuat kcbijakan) dalam menginterprctasi tujuan dan manfaat 

program sertiflkasi guru? 

4. Apa bentuk komunikasi yang dilakukan dalam implementasi 

sertifikasi guru sampai kepada sasaran (guru)? 

- k.d~~h Yn<C)A.L; ,("~ v 

- k£l4_~~ ~ ~~ ~ J-7 ~M rzl~ ~I 

Berapa kali sosialisasi teknis dilakukan sampm dengan 

terdatanya dan terlaksananya sertilikasi guru? 

f6'£~us~· ~~l-<t; ~f/{ ~~ 4-yJ1G,. 

\~ f£nl~ /}.: Jk ~~-' 

6. Apakah ada guru yang meminta klariflkasi tcntang hal-hal yang 

berkaitan dengan . .sertifikasi profesinya? 

~~~/ c;uh~Yf ~9--; f4V~ 
~~~ ~ /~ ~~"vb 

~--L~~s. 
l~~-l%', 

G Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam 

program tersebut? 

- hl~h ~~ ¥1-~-
-- ~tv ~zrr-J.i ~, 
- <;u~ ~r4, 
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d. Karakteristik badan pelaksana 

J. Apakah dalam menjalanbn kebijakan, para v.hksana sudah 
,. 

berkoordinasi baik secara vertikal maupt: '10risontal? 

~LJu ML~ .[~ri.~/v~VS.- ~f5- V-Vh \~ ~~ 
~~ ¥ ~/<-~ t<r+if;~· h 
~61A-(.. ~A k~, 

2. Apakah tingkat koor~i~asi dan tingkat pengawasan dalam 

pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik? 

l~ i~ ~1-Wv~f ~~ ~M l~~· 

t;:, ~~lG. ~ ~l! ~h(~ ~ 
~~h-. ~~ ~ h~·v_~· ~ ~ ~ 

e. Kong~idl,~a~ ~ ~~~ ~-~, 
I. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain 

baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap 

sertifikasi guru? 

2. Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari lembaga pelaksana 

terhadap sasaran kebijakan (guru)? 

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan 

sertifibsi guru? 

f-tL~lrav--t-~ ~rh'~~ Gvrv h.t4 ~~ J,. ~~-­

<:SL..f, l~v.1-vs~ r6~~~j w-h~ C5Vvt.:~ S"~J-

h.c.-v{, """'lv ~ '-- "M<Af h.. h-...-.s f~ · ~ ...W.. "~ ~.f. 
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f. Kcccndrungan implementor 

I. ;\pakah ada penyimpangan -peny1mpangan yang dilakukan 

olch implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang 

telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru? 

pa.~(iv, /:rlto~~-C(_,o. ~~ 0~ ~' ~~ rc;~ 

~t ~y; 'V f4"'t) "-'{ "1.., . 

2. Apakah dalam penyampa1an bahan kelengkapan sertifikasi 

sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan 

cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu? 

6 

16/41724.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



PEDOMAN WAWANCARA 

I. Lembaga Pembuat/ Pelaksana Kebijakan : 

A. ldentitas 

Nama 

Umur 

Jabatan 

A lam at 

k~ PM PTfL- <)M A /SMI< 

o~ 01k~ (ccvt-~~ 

B. Daftar Pertanyaan : 

a. Ukuran- ukuran dasar dan tujuan -tujuan kebijakan 

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah 

terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas. , ~ 

~ b7~t·t;;;~ r~ 
(J.._,\~ v~ l~~~ ·~ .. (~ ~ '4-
·~ ~ ~ ~ n.,_.:~-1 ~ ~~~ 
~· ~ ~ ~~y~,,~ 
~~~~,~~ MA-~~ 

2. A~ para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam 

menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ? 

1 
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b. Sumber -sumber pendukung pelaksanaan kebijakan 

1. Bagaimana pendapat bapaklibu terhadap ketersediaan sumber 

daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana 

prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru? • . ~ ~ 

S~ ~ r ~ ~c---~·1 ~~ '~IAAI 
~A>- ~ y.,.--.. ~ ~ , y 
,~1} ~~ D\t.<b ~ ~ ~ ~~ 
~~ ~ ~~.~p-c--- ~ 
~~ 

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan 

sertifikasi bagi guru? 

~ ~ AfbtJ 

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung 

implementasi kebijakan sertifikasi guru? ~ 

s~ ~ ~~-- n ~ J.-L . 
~)L<N~ (~~~ 
#-:- ~c.- ~p ~~ -6-r~ 
~c:- ~~~ ~/ ix~ 

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi 

kebijakan sertifikasi guru? 

~'~~~ 
~~~·v 

2 
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5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru 

df;::::~ 0-fc.- t4 

6. Permasalahan apa saJa yang muncul dalam pelaksanaan 

sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab 

permasalahan terse but? ~. 

-~ "-'~fTK I r il:),...~ 
,_,uf:(< ~ y ~: \.) tc.IA 

-~~--~~~,~~ 
r~ ~~~~ 

c. Komuoikasi dan koordioasi aotar lembaga pelaksaoa 

I. Bagaimana pendapat bapaklibu ten tang pelaksanaan I 

implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten 

Sumbawa? 

~~~ 

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana 

kebijakan sertifikasi guru selama ini? 

3 
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3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai 

pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat 

program sertifikasi guru? 

~ ~~~(~~)~,~~ 
~ l~ cJ.c-..- ~ ~~ A' l--~ ~ riJL;.U, 
~ ~ ~~J.r ~~lc--~ 
~~ 0(~. ~~~~~· 
~ ~~ ~c f)_:_ ~~ /cR.~ 
N..W~ ~ v [<~ 

4. Apa beXtuk komunikasi yang dilakukan dalam implementasi 

sertifikasi guru sampai kepada sasaran (guru)? 

~ ~-~~- .. ~ 

~ 0J2-.- ·~ t) (C-A:_ 

5. Berapa kali sosialisasi teknis dilakukan sampai dengan 

terdatanya dan terlaksananya sertifikasi guru? 

6. Apakah ada guru yang meminta klarifikasi tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan se~ifikasi profesinya? 

~~~It r Y)~ ~~t 

7. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam 

program tersebut? 

4 
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d. Karakteristik badan pelaksana 

I. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah 

berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal? 

2. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam 

pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik? 

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 

I. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain 

baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap 

sertifikasi guru? 

~ ' ~~L ~ ~ ~~p ~ 
~c-~ 

2. Bagaimana bentuk dukungan finansiasl dari lembaga pelaksana 

terhadap sasaran k~bijakan (guru)? 

fovty ~ 

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan 

sertifikasi guru? 

~ ~ ~ ~~ (~ 

5 
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f. Kecendrungan implementor 

I. Apakah ada penyimpangan -peny1mpangan yang dilakukan 

oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang 

telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru? 

2. Apakah dalam penyampa1an bahan kelengkapan sertifikasi 

sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan 

cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu? 

6 

16/41724.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka


	123_Page_01
	123_Page_02
	123_Page_03
	123_Page_04
	123_Page_05
	123_Page_06
	123_Page_07
	123_Page_08
	123_Page_09
	123_Page_10
	123_Page_11
	123_Page_12
	123_Page_13
	123_Page_14
	123_Page_15
	123_Page_16
	123_Page_17
	123_Page_18
	123_Page_19
	123_Page_20
	123_Page_21
	123_Page_22
	123_Page_23
	123_Page_24
	123_Page_25
	123_Page_26
	123_Page_27
	123_Page_28
	123_Page_29
	123_Page_30
	123_Page_31
	123_Page_32
	123_Page_33
	123_Page_34
	123_Page_35
	123_Page_36
	123_Page_37
	123_Page_38
	123_Page_39
	123_Page_40
	123_Page_41
	123_Page_42
	123_Page_43
	123_Page_44
	123_Page_45
	123_Page_46
	123_Page_47
	123_Page_48
	123_Page_49
	123_Page_50
	123_Page_51
	123_Page_52
	123_Page_53
	123_Page_54
	123_Page_55
	123_Page_56
	123_Page_57
	123_Page_58
	123_Page_59
	123_Page_60
	456



